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Penelitian ini bertujuan untu mendeskripsikam: (1) Pengelolaan program 
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) di 
Kabupaten Gunungkidul, (2) Bentuk layanan program FPK2PA di Kabupaten 
Gunungkidul, (3) Peranan FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul, (4) Faktor 
pendukung serta faktor penghambat pelaksanaan FPK2PA di Kabupaten 
Gunungkidul. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Subyek penelitian yaitu staff FPK2PA, SKPD Bidang Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Gunungkidul, Layanan Hukum (UPPA Polres Wonosari), Layanan 
Medis (RSUD Wonosari), Layanan Sosial (Dinas Sosial Kabupaten 
Gunungkidul), Layanan Psikologi, Layanan Ekonomi, Keluarga korban kasus 
kekerasan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumenatsi, 
dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif metode interaktif yang meliputi: pengumpulan, reduksi, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Keabasahan data yang digunakan adalah triangulasi 
sumber. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan program FPK2PA di 
Kabupaten Gunungkidul meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi/monitoring, (2) Bentuk layanan program FPK2PA di Kabupaten 
Gunungkidul yaitu layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan hukum, 
layanan sosial, dan layanan ekonomi. Dari masing-masing layanan mempunyai 
tugas yang berbeda-beda, namun dalam menangani korban kasus kekerasan tetap 
saling bekerjasama, (3) Peranan FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul yaitu pada 
bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, (4) Faktor pendukung FPK2PA 
dipengaruhi oleh kerjasama dan koordinasi anggota serta instansi-instansi yang 
terlibat, serta faktor penghambat yaitu sebagaian anggota FPK2PA belum 
memahami tugasnya, budaya masyarakat yang masih kental, masyarakat masih 
menganggap bahwa kasus kekerasan merupakan aib keluarga, anggaran yang 
kurang dengan kebutuhan yang banyak, kesadaran masyarakat akan pentingnya 
perlindungan perempuan dan anak masih kurang, pemahaman akan peranan 
FPK2PA masih kurang, karena dipengaruhi juga oleh pendidikan hukum yang 
masih masih kurang. 
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This research is aimed to describe: (1) Management of Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) in Gunungkidul 
Regency, (2) the form of FPK2PA program in Gunungkidul Regency, (3) Role of 
FPK2PA in Gunungkidul Regency, (4) Supporting and inhibiting factors of 
implementation FPK2PA in Gunungkidul Regency. 
This research is descriptive research with qualitative approach. The 
research subjects are staff of FPK2PA, SKPD for Women Empowerment of 
Gunungkidul Regency, Legal Service (UPPA Polres Wonosari), Medical Service 
(RSUD Wonosari), Social Service (Social Service of Gunungkidul Regency), 
Psychology Service, Economic Service, Family of victims of violence case. The 
data were collected by observation, documentation, and interview. The data 
analysis techniques used are qualitative data analysis of interactive methods which 
include: collection, reduction, presentation of data, and conclusions. The data 
validity used is source triangulation. 
The results of the research indicate that (1) The management of FPK2PA 
program in Gunungkidul regency covers planning, implementation and evaluation 
/ monitoring, (2) The form og FPK2PA program service are health service, 
psychological service, legal service, social service, and economic service. The 
form of each services has different duties, but in handling the victims of violence 
cases still work together, (3) The role of FPK2PA in Gunungkidul Regency are 
include in economy, health, and education, (4) Supporting factor of FPK2PA is 
influenced by cooperation and the coordination of members and the agencies 
involved, as well as the inhibiting factors that are members of FPK2PA have not 
understood their duties, the culture is still strong, the community still considers 
that cases of violence are a family disgrace, the lack of budget, the lack of public 
awareness of the importance of protection ofwomen and children, the lack of  
understanding of the role of FPK2PA, it is because the lack of legal education.  
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A. Latar Belakang Masalah 
 
 Kasus kekerasan merupakan permasalahan yang telah mengakar dalam 
dan terjadi di seluruh negara di dunia. Kekerasan dapat menimpa siapa saja 
baik itu laki-laki maupun perempuan, dari masyarakat tingkat menengah ke 
atas sampai rakyat biasa. Dalam realitanya, mereka yang sering menjadi 
sasaran tindak kekerasan kebanyakan merupakan kelompok rentan. Kelompok 
rentan ialah mereka yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk 
mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan non fisiknya. 
Kelompok rentan ini salah satunya adalah perempuan dan anak yang sering 
menjadi sasaran tindak kekerasan. 
Kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dipahami sebagai suatu 
pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi seperti penindasan, 
eksploitasi, dan kekerasan fisik, psikis maupun sosial baik dalam keluarga, 
lingkungan/tempat kerja, atau dalam masyarakat. Bentuk penindasan dan 
eksploitasi terhadap perempuan dan anak sering terjadi terutama berkaitan 
dengan perdagangan perempuan dan anak serta pelacuran paksa. Di samping 
itu, media massa juga cenderung turut memperlemah posisi perempuan, karena 
sering menampilkan gambaran tentang kekerasan, merendahkan harkat dan 
martabat, serta mempertahankan peran tradisional perempuan. Mengingat 
dampak yang demikian, maka negara dalam hal ini pemerintah perlu 
mengambil langkah kongkret untuk menghentikan serta melindungi perempuan 
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dan anak sebagai korban kekerasan, maka pemerintah telah mengundangkan 
Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten 
Gunungkidul semakin tahun semakin meningkat. Dari beragam kekerasan yang 
ada, kekerasan seksual adalah yang paling banyak. Pernyataan tersebut 
berdasarkan pada jumlah data dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gunungkidul, dapat dilihat pada 
tabel 01: 
Tabel 01. Data Kasus dan Korban P2TP2A Kabupaten Gunungkidul 
No Tahun 
Jenis Kekerasan 
Fisik Psikis Seksual Penelantaran Jumlah 
1 2012 16 7 21 15 59 
2 2013 5 12 20 0 37 
3 2014 10 8 21 1 40 
4 2015 11 13 18 2 44 
5 2016  10 17 41 0 67 
Total 247 
 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan 
yang terjadi pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan. Tetapi dari sebaran data tersebut hanya dapat 
dilihat sebagian kecil dari sekian tindakan kasus kekerasan yang belum 
tertangani. Fenomena tersebut terkait dengan budaya yang dipegang teguh oleh 
sebagian kalangan masyarakat yang masih menganggap kasus kekerasan 
merupakan suatu kekurangan yang tidak perlu untuk diexpose, karena dianggap 
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aib baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Namun dibalik itu semua korban 
kekerasan juga memerlukan bantuan baik fisik maupun non fisik untuk 
kesejahteraan dari segi kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Hakekat 
manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari manusia lain sehingga 
tetap membutuhkan lingkungan sosialnya untuk dapat mencapai kesejahteraan. 
Melihat kondisi seperti di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gunungkidul hingga Perangkat Desa memberikan perhatian khusus terhadap 
penanganan korban kekerasan perempuan dan anak agar mereka memperoleh 
kesejahteraan sosial. Melalui FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan 
Terhadap Perempuan dan Anak) di Kabupaten Gunungkidul yang telah 
memperoleh kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap 
perempuan dan anak, keberadaan FPK2PA ditetapkan dengan keputusan 
Bupati Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan. Segala bentuk tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu 
dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai 
dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi, selain upaya perlindungan 
diperlukan adanya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap 
perempuan dan anak korban kekerasan. 
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk FPK2PA dengan 
beberapa alasan yaitu pertama, perlu penanganan tuntas koordinatif dan 
terpadu karena masalah yang muncul saling terkait yaitu masalah kesehatan, 
psikologi, hukum, sosial, dan ekonomi. Kedua, bantuan tetap diperlukan 
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walaupun masalah telah selesai. Ketiga, perlu anggaran yang konsisten dan 
yang dijamin oleh pemerintah (misalnya untuk perawatan di rumah sakit, 
akomodasi, konseling, pendampingan pengadilan, akte kelahiran, dll). 
Keempat, perlu rumah singgah untuk perlindungan sementara. Kemudian 
tujuan dibentuknya FPK2PA yaitu pertama memberikan acuan perlindungan 
dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban 
kekerasan di ranah domestik dan ranah publik. Kedua, menumbuhkan 
partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap 
perempuan dan anak korban kasus kekerasan. Ruang lingkup perlindungan 
terhadap korban meliputi upaya pencegahan, pelayanan kepada korban 
kekerasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Sasaran 
FPK2PA meliputi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender serta 
organisasi, lembaga, dan individu yang memiliki kepedulian serta kemampuan 
memberikan pelayanan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Budaya masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau mengadukan 
permasalahan yang dihadapinya menjadi salah satu kendala. Sosialisasi yang 
dilakukaan hingga sekarangpun belum menjangkau seluruh masyarakat, 
sehingga program layanan yang diberikan forum belum sepenuhnya diketahui 
oleh masyarakat luas. Sebagai sebuah forum yang melayani masyarakat, 
FPK2PA berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi perempuan dan 
anak korban kasus kekerasan. Perencanaan yang matang hingga proses 
pengawasan sebagai langkah evaluasi dilakukan secara komprehensif untuk 
mewujudkan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan. Korban kasus 
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kekerasan diberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya, bahkan tak jarang 
harus melibatkan pihak lain (mitra) yang lebih profesional untuk membantu 
menyelesaiakan permasalahan. Namun tidak semua permasalahan dapat 
dituntaskan. 
Sebagaimana pernyataan di atas, penelitian terhadap perempuan dan 
anak di Kabupaten Gunungkidul menarik untuk diteliti karena berbagai alasan 
yagtelah disebutkan. Pertama, semakin berkembangnya kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul. Kedua, FPK2PA 
merupakan forum yang ada di masyarakat yang didirikan oleh pemerintah, agar 
masyarakat lebih mengerti dan mengetahui peranan forum terhadap 
peningkatan kesejahteraan korban kekerasan, maka peneliti mengajukan skripsi 
dengan judul “Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan 
Anak (FPK2PA) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus 
Kekerasan di Kabupaten Gunungkidul”. 
B. Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang di atas maka peneliti mengidentifikasi masalah 
untuk selanjutnya dikaji dalam penelitian secara lebih dalam diantaranya: 
1. Perempuan dan anak rentan terhadap tindak kekerasan. 
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi 
manusia (HAM). 
3. Masih adanya penindasan terhadap perempuan dan anak. 
4. Kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan paling banyak menimpa 
perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul. 
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5. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul 
semakin tahun cenderung semakin meningkat. 
6. Budaya yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat yang masih 
menanggap kasus kekerasan dianggap aib baik bagi diri sendiri maupun 
keluarga. 
7. Sosialisasi belum berjalan optimal dibuktikan dengan masyarakat belum 
sepenuhnya tahu dan paham dengan adanya FPK2PA.  
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penelitian ini hanya 
akan dibatasi pada keberadaan FPK2PA terhadap peningkatan kesejahteraan 
korban kasus kekerasan terkait dua poin pada identifikaasi masalah yaitu Kasus 
kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul semakin tahun 
semakin meningkat, serta budaya yang masih dipegang teguh oleh sebagian 
masyarakat yang masih menanggap kasus kekerasan dianggap aib baik bagi 
diri sendiri maupun keluarga. 
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa peneliti akan 
mencakup empat rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana proses pengelolaan program Forum Perlindungan Korban 
Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa sajakah bentuk layanan yang diberikan kepada korban kasus kekerasan 
oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) di Kabupaten Gunungkidul? 
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3. Apakah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) berperan terhadap peningkatkan kesejahteraan sosial korban 
kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
4. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Forum Perlindungan 
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam meningkatkan 
kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
E. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui proses pengelolaan program oleh Forum Perlindungan Korban 
Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Kabupaten Gunungkidul. 
2. Mengetahui bentuk penanganan korban kasus kekerasan oleh Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) di 
Kabupaten Gunungkidul. 
3. Mengetahui peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan 
dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatkan kesejahteraan sosial korban 
kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul. 
4. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Forum Perlindungan 
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatkan 
kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul. 
F. Mafaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 
maupun praktis, harapan-harapan itu sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis, hasil penelitian digunakan untuk menambah kajian mengenai 
FPK2PA (Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak) di 
jurusan Pendidikan Luar Sekolah. 
2. Secara praktis, memberikan gambaran tentang FPK2PA (Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak) serta peranan 
pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial bagi korban 






A. Kajian Teori 
1. Kajian Kesejahteraan Sosial 
a. Definisi Kesejahteraan Sosial 
Menurut Fahrudin (2012: 8) kesejahteraan sosial dapat diartikan 
sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat 
berelasi dengan lingkungannya secara baik. Kesejahteraan sosial adalah 
mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat 
kehidupan masyarakat yang lebih baik, sedangkan menurut rumusan Undang-
Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan 
pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1, adalah: 
“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan 
sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 
kesusilaan dan ketenteraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi 
setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuan-
kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi 
diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi 
serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”. 
 
Kondisi sejahtera (well-being) biasanya menunjuk pada istilah 
kesejahteraan sosial (social walfare) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material dan non material. Menurut Midgley (2005:11) mendefinisikan 
kesejahteraan sosial sebagai “..a condition or state of human well-being.” 
Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia 
karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan 
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pendapatan dapat terpenuhi; serta manakala manusia memeproleh perlindungan 
dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.  
Kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan 
sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan atau 
pelayanan dan kesejahteraan sosial sebagai ilmu (Suud, 2006: 5). Menurut 
Suharto (2006: 3) kesejahteraan sosial juga termasuk sebagai suatu proses atau 
usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial. 
Masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. 
1) Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan. 
Suparlan (dalam Suud, 2006: 5) mengungkapkan bahwa, kesejahteraan 
sosial, menandakan keadaan sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan 
jasmaniah, rohaniah, dan sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan 
keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. 
2) Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan. 
Menurut Durham (dalam Suud, 2006: 7), kesejahteraan sosial dapat 
didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan 
kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-
kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, 
kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan 
hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi 
perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-
komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan-
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pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan. Hali ini 
merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah 
mahkluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan selaras 
dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. 
3) Kesejahteraan sosial sebagai ilmu 
Segal dan Brzuzy (dalam Suud, 2006: 90) menyatakan bahwa, 
Kebijakan sosial juga merupakan bagian dari sistem kesejahteraan sosial. 
Sistem kesejahteraan sosial terdiri dari usaha-usaha dan struktur-struktur yang 
terorganisasi untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat. Dalam bentuk 
sederhana, sistem kesejahteraan sosisal dapat dikonseptualisasikan sebagai 
empat bagian yang saling berhubungan sebagai berikut: isu-isu sosial, tujuan-
tujuan kebijakan, perundangan/peraturan, program-program kesejahteraan 
sosial. Sistem kesejahteraan sosial dimulai dengan mengenali isu sosial. Sekali 
isu tersebut diakui sebagai perhatian sosial, langkah selanjutnya adalah 
mengartikulasikan tujuan-tujuan kebijakan. Tujuan-tujuan ini dapat 
menghasilkan suatu posisi publik yang diciptakan melalui perundangan atau 
peraturan. Akhirnya, perundangan diterjemahkan ke dalam tindakan melalui 
penerapan suatu program kesejahteraan sosial. 
Hal-hal di atas menjadi tuntutan dasar dalam masyarakat sosial. Dapat 
disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan tindakan yang dilakukan  
untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ketika semua 
karakteristik atau tuntutan dasar dalam kehidupan masyarakat sudah terpenuhi 
secara otomatis kesejahteraan sosial juga sudah didapat. 
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b. Tujuan Kesejahteraan Sosial 
Menurut Fahrudin (2012: 8) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan 
yaitu: 
1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar 
kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan 
relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. 
2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat 
di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, 
meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. 
 
Selain itu, menurut Schneiderman (dalam Fahrudin, 2012: 10) 
mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai 
tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu 
pemeliharaan sistem, pengawasan sistem,  dan perubahan sistem. 
Hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan kesejahteraan sosial 
yaitu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, 
dan memulihkan fungsi sosial untuk mencapai suatu kemandirian. Dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang 
seluas-luasnya, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, 
terpadu, dan berkelanjutan. 
c. Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial 
Menurut Friedlander & Apte (dalam Fahrudin, 2012: 12) bahwa 
”fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau 
mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan 
sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial 
yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang 
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mampu mendorong kesejahteraan masyarakat”. Fungsi-fungsi kesejahteraan 
sosial tersebut antara lain: 
1) Fungsi Pencegahan (Preventive) 
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, 
dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam 
masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegaitan 
untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta 
lembaga-lembaga sosial baru. 
2) Fungsi Penyembuhan (Curative) 
Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi 
ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami 
masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. 
Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitas). 
3) Fungsi Pengembangan (Development) 
Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung 
ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan 
tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat. 
4) Fungsi Penunjang (Supportive) 
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai 
tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa fungsi 
kesejahteraan sosial untuk mengembalikan fungsionalitas peranan sosial yang 
mengalami gangguan akibat mengalami perubahan. Kesejahteraan sosial 
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berfungsi sebagai penunjang pembangunan sehingga memerlukan penekanan 
seperti penyembuhan, pencegahan, dan penunjang. 
d. Indikator Kesejahteraan Sosial 
Kesejahteraan sosial sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dengan 
adanya interaksi sosial dari seorang individu bahkan masyarakat dapat 
memberikan dampak positif atau negatif terhadap kesejahteraan sosial. 
Dampak yang diberikan dapat menyentuh segala aspek yang mempengaruhi 
kesejahteraan sosial baik dai segi ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. 
Menurut Ellwardt, dkk., (2014: 416): 
“because of it’s central focus on welfare-state policies, comparative 
research based on the neo-materialist resource explanation has mostly 
been carried out in the context of European welfare regimes. It is 
argued that more generous welfare-state policies (as in the Nordic 
countries) have a positive effect on social contacts”. 
 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dijabarkan bahwa titik fokus dari 
sebuah negara yang sejahtera menggunakan teori neo-materialist. Hal juga ini 
berdasarkan pada konteks rezim kesejahteraan eropa. Di Kota Nordic hal ini 
menjadi perdebatan, dan akhirnya dibahas dalam sebuah kebijakan politik 
tentang interaksi sosial yang memiliki hubungan positif terhadap kesejahteraan 
sosial. 
Kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), indikator 
yang digunakan adalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Detil perjelasan 





1) Ekonomi  
Ekonomi merupakan indikator yang terkait dalam analissi kesejahteraan 
sosial yang meliputi presentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan 
keparahan kemiskinan, dan pendapatan perkapita. 
Dalam FPK2PA indikator yang digunakan tidak melihat pendapatan 
perkapita, melainkan indikator dilihat dari produktivitas korban kasus 
kekerasan setelah menerima pelayanan dari FPK2PA, karena FPK2PA 
mempunyai layanan ekonomi yang tugasnya memberikan pendampingan 
kepada korban kasus kekerasan berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan 
modal usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan dan menciptakan 
kemandirian ekonomi korban kasus kekerasan supaya lebih produktif. 
2) Kesehatan 
Sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, 
tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud 
derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan 
merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia 
yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. 
Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator 
keberhasilan pembangunan. Kondisi masyarakat yang sehat merupakan 
prasyarat utama untuk melakukan pembangunan. Pada tingkat mikro, yaitu 
pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas 
kerja. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik 
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merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, 
pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. 
Kesehatan adalah salah satu faktor awal yang menentukan kualitas 
suatu bangsa. Indikator kesehatan yang terkait dalam analisis kesejahteraan 
sosial meliputi angka kematian bayi, jumlah kematian bayi, angka harapan 
hidup, angka kematian balita, jumlah kematian balita, angka kematian ibu, dan 
jumlah kematian ibu. 
Dalam FPK2PA untuk indikator kesehatan tidak dilihat dari angka 
kematian bayi, jumlah kematian bayi, angka harapan hidup, angka kematian 
balita, jumlah kematian balita, angka kematian ibu, dan jumlah kematian ibu, 
melainkan dilihat dari kondisi fisik maupun psikis korban kasus kekerasan 
sebelum dan setelah mendapatkan pelayanan dari FPK2PA, karena dalam 
FPK2PA terdapat layanan kesehatan yang memang tugasnya memberikan 
bantuan pelayanan medis yang dibutuhkan korbam, melakukan pemeriksaan 
dan tindakan medis, perawatan, dan pemulihan kesehatan. 
3) Pendidikan 
Pendidikan merupakan modal dasar untuk mewujudkan sumber daya 
manusia berkualitas sebagai pelaku pembangunan dan hak dasar bagi warga 
negara. Dengan menggunakan prinsip right based approach, maka upaya untuk 
memberikan pelayanan bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas 
di dalam setiap pembangunan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan 
Millenium (Milenium Development Goals, MDGs) dengan tekad untuk 
mewujudkan Education for All (EFA), yang di Indonesia kemudian disebut 
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sebagai Pendidikan untuk Semua (PUS). Pendidikan merupakan kebutuhan 
paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan 
setidaknya dapat mewujudkan tiga hal, yaitu (1) dapat membebaskan dirinya 
dari kebodohan dan keterbelakangan, (2) mampu berpartisipasi dalam proses 
politik untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan (3) memiliki 
kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan. 
Indikator pendidikan yang terkait dalam analisis kesejahteraan sosial 
meliputi angka partisipasi sekolah (untuk anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, 
dan 16-18 tahun; angka partisipasi kasar (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA/Paket C), angka partisipasi murni (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA/Paket C), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan 
angka putus sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket C). 
Dalam FPK2PA indikator pendidikan tidak dilihat dari lulusan tetapi 
dilihat dari kemandirian korban kasus kekerasan untuk melanjutkan 
pendidikannya setelah mendapatkan penanganan dari FPK2PA. 
2. Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
a. Kajian Pemberdayaan Perempuan 
1) Konsep Pemberdayaan 
Sulistiyani (2004: 7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis 
pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya‟ yang berarti kekuatan atau 
kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai 
sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau 
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pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya 
kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. 
Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani 
Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional 
(Nugroho, 2008: 164) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.  
a) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-
sumber daya produktif di dalam lingkungan.  
b) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau 
sumber daya yang terbatas tersebut.  
c) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan 
yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-
sumber daya tersebut.  
d) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama 
menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan 
secara bersama dan setara.  
 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan 
merupakan proses dimana seseorang yang sudah atau telah berdaya kemudian 
memberdayakan orang yang kurang atau belum berdaya, melalui tiga langkah 
yaitu pemihakan (perempuan yang diberdayakan), penyiapan (menuntut 
kemampuan perempuan), dan perlindungan. 
2) Tujuan Pemberdayaan 
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk 
individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 
kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 
tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang 
dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, 
memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai 
pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya 
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kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, 
afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang di miliki oleh lingkungan 
internal masyarakat tersebut. 
Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (afektif, kognitif 
dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya 
kemandirian masyarakat yang dicita-citakan. Akan terjadi kecukupan 
wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, 
diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan 
kebutuhan tersebut dalam masyarakat (Sulistyani, 2004: 80-81). 
3) Pengertian Pemberdayaan Perempuan 
Pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan 
wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih 
akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, 
sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Dengan membekali 
perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan 
dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil 
keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, 
menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk 
mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal 
(Aritonang, 2000: 142- 143). 
Perempuan memiliki peran dalam pembangunan suatu negara. Adanya 
peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, kepedulian 
bangsa Indonesia diwujudkan dalam bentuk, komitmen pemerintah terhadap 
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perjanjian antar negara yang disetujui untuk juga dilaksanakan di Indonesia 
yaitu:  
a) Perjanjian tentang Persamaan Pembayaran upah atau gaji bagi perempuan 
dan pria untuk pekerjaan yang sama. Perjanjian ini dilakukan di Jenewa dan 
disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 80 Tahun 1957. 
b) Perjanjian tentang Hak Politik untuk perempuan. Perjanjian ini dilakukan di 
New York dan disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 68 
Tahun 1958. 
c) Perjanjian tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan Perjanjian ini disetujui oleh pemerintah Indonesia dengan UU 
Nomor 7 tahun 1984.  
d) Penandatanganan Protokol penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan pada bulan Februari 2000. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan 
perempuan merupakan upaya meningkatkan kualitas dan keterampilan pada 
perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaan agar menjadi lebih 
berdaya. Perempuan juga memiliki peran penting dalam pembangunan negara 
sehingga perempuan perlu untuk diberdayakan. 
4) Tujuan Pemberdayaan Perempuan 
Menurut Nugroho (2008: 164), tujuan dari program permberdayaan 
perempuan adalah:  
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a) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam 
program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar 
menjadi objek pembagunan seperti yang terjadi selama ini. 
b) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk 
meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap 
pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan 
monitoring dan evaluasi kegiatan.  
c) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala 
rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang 
peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang 
kerja produktif dan mandiri. 
d) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal 
sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara 
aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.  
b. Perlindungan Anak 
1) Pengertian Perlindungan Anak 
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita 
luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai 
sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan 
sosial. Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 
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berpastisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan 
anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk 
mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak 
perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat 
menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik 
fisik, mental, dan sosialnya. 
Menurut pendapat Widiartna (2009: 55), perlindungan anak dapat juga 
dirumuskan sebagai: (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu 
masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar 
utama perlindungan anak. (b) suatu usaha bersama melindungi anak untuk 
melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. (c) suatu 
permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut 
proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek 
mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan 
penangan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan 
interdepartemental; (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat 
adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
(e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu 
atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, 
lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan 
sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya. 
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Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan 
memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, 
sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. 
Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat 
yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efesien. Usaha perlindungan 
anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain 
yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berprilaku tak 
terkendali sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan 
menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya 
(Gultom, 2006: 12). 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak merupakan aset 
bangsa untuk meneruskan cita-cita luhur bangsa, sebagai calon-calon 
pemimpin bangsa maka perlu ada perlakuan khusus terhadap anak, yaitu 
dengan melakukan perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan untuk menjamin, melindungi, dan memberdayakan 
anak dan hak-haknya agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan 
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
(fisik, psikis, maupun sosial) dan diskriminasi.  
2) Hak-hak Anak 
Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum 
undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani 
maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, 
maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara 
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dan mengamankan kepentingan anak itu. Dalam peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak: 
a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 
sesuai dengan umurnya; 
b) Dipisahkan dari orang dewasa; 
c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 
d) Melakukan kegiatan rekreasional; 
e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 
kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya; 
f) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup; 
g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 
terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak 
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 
i) Tidak dipublikasikan identitasnya; 
j) Memperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat; 
k) Memperoleh pendidikan; 
l) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 
m) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
 
Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 
2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi: 
a) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak: 
b) Mendapat pengurangan masa pidana; 
c) Memperoleh asimilasi 
d) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga; 
e) Memperoleh pembebasan bersyarat; 
f) Memperoleh cuti menjelang bebas; 
g) Memperoleh cuti bersyarat; dan 
h) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pengertian hak anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 
tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang 
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wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, 
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tujuan hak anak menurut Undang-
undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 
tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia 
yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. 
3) Asas dan Tujuan Perlindungan Anak 
Perlindungan anak berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-
prinsip konvensi hak-hak anak meliputi; 1) non diskriminasi, 2) kepentingan 
yang terbaik bagi, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 
dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak (pasal 2 UU no.23 tahun 2002).  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yaitu perlindungan terhadap anak bertujuan untuk 
menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 
serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.  
3. Kajian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
a. Pengertian Kekerasan 
Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 
Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), kekerasan adalah penggunaan 
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kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 
perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 
kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian 
psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Menurut Erfaniah 
Zuhriah (dalam Susanto, 2006: 13) berpendapat bahwa kekerasan adalah semua 
bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap 
orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis 
pada orang yang menjadi sasarannya. 
b. Kekerasan terhadap Anak 
1) Pengertian Kekerasan terhadap Anak 
Awal mulanya istilah tindak kekerasan pada anak atau child abuse dan 
neglect dikenal dari dunia kedokteran. Barker (dalam Huraerah, 2007: 47) 
mendefinisikan child abuse merupakan tindakan melukai beulang-ulang secara 
fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan 
hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen 
atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual 
atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual.  
2) Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak 
Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007: 47), psikiater internasional 
yang merumuskan definisi tentang child abuse, menyebut ada empat macam 
abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse). 
a) Kekerasan secara Fisik (physical abuse) 
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Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak 
memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan 
diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. 
Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak. 
b)  Kekerasan Emosional (emotional abuse) 
Emotional abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak 
setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia 
membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin 
diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk 
dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika 
kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara 
emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama 
sepanjang kehidupan anak itu. 
c) Kekerasan secara Verbal (verbal abuse) 
Biasanya berupa perilaku verbal di mana pelaku melakukan pola 
komunikasi yang berisi penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. 
Pelaku biasanya melakukan tindakan mental abuse, menyalahkan, melabeli, 
atau juga mengkambinghitamkan. 
 
d) Kekerasan Seksual (sexual abuse) 
Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti 
istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual 
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abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, 
pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, 
pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau 
tujuan tertentu. 
c. Kekerasan terhadap Perempuan 
1) Pengertian Kekarasan terhadap Perempuan 
Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat 
kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, 
seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi didepan 
umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Kekerasan pada perempuan 
merupakan konsep baru, yang diangkat pada Konferensi Dunia Wanita III di 
Nairobi, yang berhasil menggalang konsensus Internasional atas pentingnya 
mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan 
sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan korban 
kekerasan. 
Komnas Perempuan (2001) menyatakan bahwa kekerasan terhadap 
perempuan adalah segala tindakan kekerasan yang berakibat atau 
kecenderungan untuk mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, seksual, 
maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa atau anak 
perempuan dan remaja. Termasuk didalamnya ancaman, pemaksaan maupun 
secara sengaja mengekang kebebasan perempuan. Tindakan kekerasan fisik, 
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seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau 
masyarakat.  
Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga (KDRT). Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam pasal 89 
KUHP yang menyatakan bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya 
disamakan dengan menggunakan kekerasan. Deklarasi penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan, pada pasal 1 menegaskan mengenai apa yang dimaksud 
dengan “kekerasan terhadap perempuan” yaitu setiap tindakan berdasarkan 
perbedaan jenis kelamin yang berakibat tau mungkin berakibat kesengsaraan 
atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk 
ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan  secara 
sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehiupan 
pribadi. 
2) Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Perempuan 
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sesuai dalam UU Nomor 
23 Tahun 2004, beberapa bentuk kekerasan sebagai berikut: 
a) Kekerasan Fisik 
Tindakan kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, 
menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan 
dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-
alat lainnya seperti: memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. 
b) Kekerasn Psikologis 
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Kekerasan psikologis adalah tindakan yang bertujuan mengganggu atau 
menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani 
mengungkapkan pndapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung pada 
suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keungan). Akibatnya korban 
menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan terteka atau bahkan takut seperti: 
berteriak, menyumpah, mengamcam, melecehkan, dan sebagainya. 
c) Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual, seperti: mengambil barang korban, menahan atau 
tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya. 
d) Kekerasan Finansial 
Kekerasan finansial, seperti: mengambil barang korban, menahan atau 
tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial dan sebagainya. 
e) Kekerasan Spiritual 
Kekerasan spiritual, seperti: mengambil barang korban, memaksa 
korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu. 
4. Kajian Peranan FPK2PA (Forum Penanganan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak) 
a. Pengertian Peranan 
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). 
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya 
tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap 
orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 
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pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan 
apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak 
menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 
2002: 268-269). Unsur-unsur peranan atau role adalah: (1). Aspek dinamis dari 
kedudukan (2). Perangkat hak-hak dan kewajiban (3). Perilaku sosial dari 
pemegang kedudukan (4). Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang 
(Soekanto, 2002: 441). 
Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan 
hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara 
peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. 
Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan 
suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu: (1). peranan meliputi norma-
norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 
masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 
yang (2). membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan 
adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam 
masyarakat sebagai organisasi (3). peranan juga dapat dikatakan sebagai 
perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2002 
: 246). 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan 
merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam 
menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai 
hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat. 
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b. Pengertian FPK2PA 
Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak 
yang penyelenggaraannya secara berjejaring, yang dibentuk di tingkat 
kabupaten dan kecamatan. Di Kabupaten Gunungkidul FPK2PA diatur dalam 
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang perlindungan perempuan dan 
anak korban kekerasan perihal Forum Penanganan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam rangka memberikan pelayanan, 
perlindungan, menumbuhkan partisipasi, kepedualian, dan kepekaan 
masyarakat pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 
2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 3, 
bahwa: 
“Tujuan di bentuknya Forum Penanganan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) adalah memberikan acuan 
perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan 
dan anak korban kekerasan di ranah domestik atau ranah publik”. 
 
Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 
meliputi upaya pencegahan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi 
dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Anggota FPK2PA terdiri dari 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun lembaga masyarakat yang 
dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut: 
1) Bidang Kesehatan 
Bidang kesehatan memiliki tugas menerima pengaduan, melakukam 
pencatatan, memberikan bantuan pelayanan medis yang dibutuhkan korban, 
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kemudian melakukan pemeriksaan dan tindaka medis, perawatan dan 
pemulihan kesehatan fisik dan psikis yang dilakukan oleh tenaga medis dan 
paramedis. 
2) Bidang Psikologi 
Bidang psikologis memberikan konsultasi/konseling psikis bagi korban 
kekerasan, memberikan penguatan spiritual dengan keyakinan agamanya, 
memberikan therapy untuk pemulihan kondisi traumatis, dan melindungi 
korban dari berbagai macam ancaman. 
3) Bidang Hukum 
Bidang hukum bertugas membuat dan menerapkan pedoman penentuan 
tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, menerima dan 
memproses laporan korban kekerasan, memberikan konsultasi dan bantuan 
hukum bagi korban, memberikan pendampingan pembelaan setiap proses 
penanganan hukum, menyediakan informasi, konsultasi dan bantuan hukum 
bagi korban dalam rangka pemulihan atau penjaminan hak-hak korban. 
4) Bidang Sosial 
Bidang sosial memebrikan penguatan sosial dengan memfasilitasi 
sesuai kebutuhan, membantu korban yang tidak diterima oleh masyarakat 
akibat stigma sosial, akan difasilitasi untuk dilakukan mediasi, memberikan 
konseling pelaku antara peran hukum dan sosial, mensosialisasikan materi 
gender dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk 
menyadarkan masyarakat. 
5) Bidang Ekonomi 
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Bidang ekonomi memliki tugas mengidentifikasi dan mendata korban 
yang membutuhkan penguatan ekonomi untuk diberikan rekomendasi sesuai 
dengan minat dan kebutuhan korban, seperti pemberian keterampilan dan 
modal, memberikan pendidikan atau kursus untuk meningkatkan kesejahteraan 
dan kemandirian sosial ekonomi korban melalui lembaga-lembaga pendidikan, 
pelatihan kerja, dan kewirausahaan dengan tidak dipungut biaya. 
c. Peranan FPK2PA 
Peranan FPK2PA merupakan penilaian sejauh mana fungsi dari 
FPK2PA atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan dari FPK2PA 
yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang 
merupakan hubungan sebab akibat. Peranan FPK2PA di sini adalah sesuatu 
yang memainkan role, tugas dan kewajiban. Peranan FPK2PA yaitu 
memberikan acuan perlindungan dan pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi 
perempuan dan anak korban kekerasan di ranah domestik dan ranah publik, 
serta menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan 
kepekaan terhadap perempuan dan anak korban kasus kekerasan.  
Ruang lingkup perlindungan terhadap korban meliputi upaya 
pencegahan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi, dan 
pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Sasaran FPK2PA meliputi 
perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender serta organisasi, 
lembaga, dan individu yang memiliki kepedulian serta kemampuan 
memberikan pelayanan korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Pelayanan yang diberikan oleh FPK2PA meliputi berbagai bidang yaitu bidang 
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kesehatan, bidang psikologi, bidang hukum, bidang sosial, dan bidang 
ekonomi. 
Jadi peranan FPK2PA yaitu melakukan suatu usaha untuk mencapai 
tujuan tertentu atas suatu tugas atau bukti yang sudah merupakan kewajiban 
dan harus dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Peranan FPK2PA berarti 
menunjukkan pada keterlibatan forum untuk melakukan upaya pencegahan 
kasus kekerasan, memberikan pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi, 
dan pemberdayaan. 
d. Pengelolaan Program FPK2PA 
1) Pengertian Pengelolaan 
Sudjana (2004: 16) mendefinisikan “pengelolaan atau manajemen 
adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan, 
baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan 
organisasi”. Senada dengan hal tersebut, Hersey dan Blanchard (dalam 
Sudjana, 2004: 16) memberi arti pengelolaan sebagai berikut : “management as 
working with through individuals and groups to accomplish organizational 
goals”. Lebih lengkapnya Sudjana mengungkapkan bahwa manajemen 
merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, 
menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan sumberdaya manusia, 
sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 
organisasi yang telah ditetapkan. 
Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, hal ini juga 
sesuai dengan yang diutarakan oleh Muljani A. Nurhadi (dalam Arikunto, 
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2008: 3) bahwa “manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan 
yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang 
tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencari tujuan pendidikan yang 
telah ditetapkan sebelumnya, agar lebih efektif dan efisien”. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 
adalah suatu kegiatan yang mengatur secara sistematis baik itu perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan pengembangan atau bahkan 
hingga evaluasi pada seluruh komponen dalam organisasi untuk mencapai 
tujuan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. 
2) Pengelolaan Program FPK2PA 
Pengelolaan program FPK2PA dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: 
a) Perencanaan 
Kegiatan perencanaan sangat berperan penting terhadap jalannya 
sebuah kegiatan. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal yang akan menentukan 
bagaimana jalannya kegiatan sampai akhir. Menurut Hamzah (2006: 2), 
kegiatan perencanaan program merupakan kegiatan memilih, menetapkan, dan 
mengembangkan metode untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Program 
yang direncanakan memerlukan berbagai teori untuk merancangnya agar 
rencana program yang disusun dapat memenuhi harapan dan tujuan program. 
Menurut Majid (2008: 15), perencanaan merupakan penyusunan 
langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan dalam 
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jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan yang membuat perencanaan. 
Perencanaan harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
perencanaan merupakan kegiatan awal yang didalamnya terdapat kegiatan 
pemilihan, penyusunan, dan menetapkan metode yang akan digunakan. 
Perencanaan yang matang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan 
yang telah ditentukan sebelumnya.  
b) Pelaksanaan 
Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi manajemen bukan hanya 
mengelola pelaksanaan program namun mencakup bagian yang luas meliputi 
manusia, uang, material dan waktu (Sihombing, 2000: 67). Kegiatan 
pelaksanaan merupakan kegiatan implementasi dari kegiatan perencanaan. 
Melalui perencanaan yang matang diharapkan meminimalisir hambatan yang 
terjadi di kegiatan pelaksanaan ini. Kegiatan pelaksanaan dalam program 
FPK2PA merupakan implementasi dari kegiatan yang sudah direncanakan 
sebelumya. Kegiatan pelaksanaan ini seorang pendamping harus siap 
membantu korban kekerasan ketika menghadapi kesulitan dalam 
menyelesaikan masalahnya. 
c) Monitoring dan evaluasi 
Kegiatan evaluasi sangat berperan penting dalam menyusun program 
selanjutnya. Melalui evaluasi ini program yang sudah terlaksana dapat 
diperbaiki dan disempurnakan di program yang selanjutnya. Menurut Widyoko 
(2009: 6), kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis dan 
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berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan 
dan menyajikan informasi tentang suatu program yang digunakan sebagai dasar 
membuat keputusan dan menyusun program selanjutnya.  
Kegiatan evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa banyak 
program yang dilaksanakan bermanfaat bagi peserta yang mengikuti program 
dan menjadi tolak ukur dalam menyusun program selanjutnya. Menurut 
Sudaryono (2012: 41), evaluasi program bertujuan untuk mengetahui 
pencapaian target program dan digunakan untuk menentukan seberapa jauh 
target program pengajaran tercapai. Tolak ukur dalam kegiatan evaluasi ini 
adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan.  
B. Penelitian yang Relevan 
Penelitian berikut ini adalah penelitian yang dinilai relevan dengan 
penelitian yang akan dilaksanakan dengan mengangkat masalah antara lain: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Dickheney Soleman tahun 2014 
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengenai Peran 
Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) Bagi Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sleman. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui peran FPK2PA bagi anak korban kekerasan 
dan kendala yang dihadapi oleh FPK2PA. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fita Khoirul Umami tahun 2014 Jurusan 
Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang 
Peran Forum Penanganan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta 
Dalam Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam 
39 
 
Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran FPK2PA 
dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam 
rumah tangga, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi FPK2PA dalam 
menjalankan tugasnya. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Astri Agustiana tahun 2016 Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta tentang Upaya Pusat Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sleman 
dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan 
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A) Kabupaten Sleman 
dalam Memberikan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan. Disamping itu 
untuk mengetahui hambatan yang dihadapi P2TP2A  Kabupaten Sleman, 
serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 
C. Kerangka Berpikir 
Korban kekerasan merupakan pihak yang paling dirugikan, selain 
korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, 
baik secara materil, fisik, maupun psikologis. Kekerasan dapat terjadi pada 
perempuan maupun anak, adapun bentuk-bentuk kekerasan yaitu  
kekerasan fisik, psikologis, emosional, dan seksual. Kekerasan yang terjadi 
pada perempuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul terbilang tinggi, 
maka perlu adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal 
ini, Kabupaten Gunungkidul membentuk sebuah forum perlindungan 
korban kekerasan perempuan dan anak (FPK2PA). 
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Forum perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak 
(FPK2PA) merupakan forum koordinasi penanganan korban kekerasan 
perempuan dan anak yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. 
FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul memberikan sebuah pelayanan, 
perlindungan, menumbuhkan partisipasi, kepedualian, dan kepekaan 
masyarakat pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan 
dengan adanya forum ini dapat menciptakan kesejahteraan sosial pada korban 
kekerasan perempuan dan anak. 
Kehidupan yang sejahtera sudah pasti menjadi dambaan setiap manusia, 
namun dalam perjalanannya, kehidupan manusia tidak selamanya dalam 
kondisi sejahtera. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai kondisi yang 
sejahtera yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, 
mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan 
kesehatan. Indikator kesejahteraan sosial yang digunakan di Daerah Istimewa 
Yogyakarta yaitu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam hal ini forum 
penanganan korban kekerasan perempuan dan anak (FPK2PA) memiliki 
program yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 
Untuk mendukung program FPK2PA perlu adanya sumber daya 
manusia yang peduli sosial. Dengan karakter peduli sosial manusia 
diharapakan dapat saling membantu dan peduli satu sama lain sehingga dapat 
saling bahu-membahu mewujudkan kesejahteraan sosial pada korban 
kekerasan perempuan dan anak. 
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Kerangka berpikir mengenai penelitian dengan judul Peranan Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Terhadap Kesejahteraan 
Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan 



































FPK2PA berperan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus 
kekerasan perepuan dan anak di Kabupaten Gunungkidul 
Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 





D. Pertanyaan Penelitian 
1. Bagaimana pengelolaan program Forum Penanganan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Kabupaten Gunungkidul? 
a. Bagaimana perencanaan program FPK2PA?  
b. Bagaimana pelaksanaan program FPK2PA?  
c. Bagaimana monitoring dan evaluasi program FPK2PA?  
2. Apakah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) berperan dalam penanganan korban kasus kekerasan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial? 
3. Apa faktor pendukung Peranan FPK2PA terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
4. Apa faktor penghambat Peranan FPK2PA terhadap Peningkatan 






A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami masalah 
sosial atau kemanusiaan dengan membangun gambaran yang kompleks, holistik 
dalam bentuk narasi, melaporkan pandangan informan secara terinci dan 
diselenggarakan dalam setting alamiah.  Penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 
informan penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain 
secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 
suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 
alamiah (Moleong, 2010: 6).  
Sugiyono (2013: 14-15) mengungkapkan bahwa pendekatan penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 
sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 
pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari  
pada generalisasi. Penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga 
etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 
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penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena 
data yang terkumpul dan analisisnya lebh bersifat kualitatif. Zuriah (2007: 47) 
mengungkapkan bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang diarahkan 
untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian serta 
sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu. Dalam 
penelitian deskriptif tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya 
menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.  
Berdasarkan pengertian tentang penelitian kualitatif di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memahami 
suatu kondisi dalam masyarakat yang terjadi secara alamiah pada subjek 
penelitian yang selanjutnya disajikan secara deskriptif tanpa adanya hipotesis 
namun menggambarkan kondisi sebenarnya suatu variabel melalui kata-kata dan 
bahasa. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dikumpulkan yang 
kemudian dianalisis dan digunakan untuk penarikan kesimpulan yang dituangkan 
dalam bentuk tulisan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian berupa kata-kata 
baik lisan maupun tulisan serta tidak berkenaan dengan angka-angka seperti 
penelitian kuantitatif. Sehingga peneliti dapat mendeskripsikan bagaimana  
Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 






B. Subjek Penelitian 
Dasar pemilihan subjek penelitian adalah adanya pertimbangan kelayakan 
untuk mengambil informasi untuk menjawab permasalah penelitian. Peneliti 
menggunakan dua tokoh informan, yaitu tokoh formal dan informal. Tokoh 
formal berkaitan dengan individu yang mampu mengelola lembaga misalnya 
pimpinan atau kepala bagian, sedangkan tokoh informal adalah sekelompok 
masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari 
aktifitas lembaga tersebut (Moleong, 2004: 90). 
Subjek penelitian ini staff FPK2PA, SKPD Bidang Pemberdayaan 
Perempuan Kabupaten Gunungkidul, Layanan Hukum (UPPA Polres Wonosari), 
Layanan Medis (RSUD Wonosari), Layanan Sosial (Dinas Sosial Kabupaten 
Gunungkidul), Layanan Psikologi, Layanan Ekonomi, Keluarga korban kasus 
kekerasan. Peneliti mengambil Sumber informasi (key informan), adalah RM 
selaku Ketua SKPD Pemberayaan Perempuan Kabupaten Gunungkidul yang 
merupakan koordinator FPK2PA Kabupaten Gunungkidul. 
Subjek penelitian yang menjadi key informan adalah Ibu RM, berikut 
adalah deskripsi dari key informan penelitian: 
1. Ibu RM adalah Ketua SKPD Pemberayaan Perempuan Kabupaten 
Gunungkidul. 
Tabel 2. Key Informan 
No Nama Umur Jabatan 





Subjek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah staff 
FPK2PA, Layanan Hukum (UPPA Polres Wonosari), Layanan Medis (RSUD 
Wonosari), Layanan Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul), Layanan 
Psikolog, Keluarga korban kasus kekerasan. 
Berikut merupakan deskripsi dari informan penelitian yaitu: 
1. Saudari AR berusia 40 tahun merupakan salah satu staff FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul. 
2. Saudara GT berusia 35 tahun merupakan koordinator layanan hukum di UPPA 
Polres Wonosari. 
3. Saudari M berusia 37 tahun merupakan koordinator layanan kesehatan di 
RSUD Wonosari. 
4. Saudari N berusia 25 tahun merupakan anggota pekerja sosial dari layanan 
sosial di Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul. 
5. Saudari A berusia 30 tahun merupakan koordinator layanan psikologi. 
6. Saudari R berusia 37 tahun merupakan koordinator layanan ekonomi. 
7. Saudara S berusia 55 tahun merupakan ayah LS selaku korban kasus 
kekerasan. 
Tabel 3. Informan 
No Nama Umur Jabatan 
1 AR 40 Staff FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
2 GT 35 Koordinator layanan hukum di UPPA Polres Wonosari 
3 M 37 Koordinator layanan kesehatan di RSUD Wonosari 
4 N 25 anggota pekerja sosial dari layanan sosial di Dinas 
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Sosial Kabupaten Gunungkidul 
5 A 30 Koordinator layanan psikologi 
6 R 37 Koordinator layanan ekonomi 
7 S 55 Ayah LS selaku korban kasus kekerasan 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif ini yang berperan menjadi instrumen penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti menggunakan peran sosial interaktif, 
melakukan pengamatan, wawancara, mencatat hasil pengamatan dan interaksi 
bersama informan. Sebagimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2010: 306) 
peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan. 
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 
lebih banyak pada observasi berperanserta (participan observation), wawancara 
mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 309). Untuk 
mendapatkan data mengenai Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunungkidul, menggunakan pedoman 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data dalam 





Penelitian ini diawalai dengan kegiatan observasi yang bertujuan untuk 
memperoleh data yang relevan secara cermat dan tepat apa yang diamati. Setelah 
melakukan pengamatan, mencatat kemudian mengolahnya sehingga dihasilkan 
data yang valid dan reliabel (Nasution, 2006: 106). Melalui metode observasi ini 
diharapkan dapat memperoleh data yang terbukti kebenarannya karena peneliti 
mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan.  
Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengelolaan 
program FPK2PA, bentuk layanan FPK2PA, peranan FPK2PA terhadap 
peningkatan kesejahteraan korban kasus kekerasan, kondisi fisik daerah 
penelitian, serta faktor pendukung dan penghambat program FPK2PA di 
Kabupaten Gunungkidul, serta kondisi fisik daerah penelitian dan keadaan 
FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul. Mulai dari perencanaan pendampingan, 
pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan program FPK2PA di Kabupaten 
Gunungkidul, proses pelaksanaan, dan pendampingan, menganalisa obyek dan 
tujuan dari program. Observasi dilaksanakan untuk menyimpulkan data tentang 
peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul. 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik penelitian dengan mengajukan pertanyaan 
secara langsung sesuai pedoman wawancara yang telah peneliti susun kepada 
subyek penelitian dimana subjek yang peneliti maksud adalah staff FPK2PA, 
SKPD Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gunungkidul, Layanan 
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Hukum (UPPA Polres Wonosari), Layanan Medis (RSUD Wonosari), Layanan 
Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul), Layanan Psikolog, Layanan 
Ekonomi dan keluarga korban kasus kekerasan. Wawancara atau interview 
merupakan suatu bentuk komunikasi berupa verbal atau sejenis percakapan yang 
bertujuan untuk mendapat informasi yang akurat dan sistematis (Nasution, 2006: 
113). Data yang dikumpulkan adalah mengenai sejarah dibentuknya FPK2PA di 
Kabupaten Gunungkidul, pengelolaan program FPK2PA, bentuk layanan 
FPK2PA Kabupaten Gunungkidul, serta hasil peranan FPK2PA terkait 
peningkatan kesejahteraan sosial terhadap korban kasus kekerasan. Melalui 
wawancara diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh data 
yang valid sesuai keadaan di lapangan untuk membantu proses penelitiannya. 
3. Dokumentasi 
Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang 
tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah 
lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal 
dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 
untuk meramalkan (Moleong, 2007: 216). Dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh data dari kegiatan FPK2PA Kabupaten Gunungkidul berupa foto-
foto kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kegiatan FPK2PA 






D. Instrumen Penelitian 
Instumen pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto (2008: 13) 
adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam keterkaitannya 
dalam mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 
olehnya. Peneliti kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus 
penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data,  
menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan 
atas temuannya (Sugiyono, 2013: 306).  
Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 
namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan 
akan dikembangkan instrumen peneliti sederhana, yang diharapkan dapat 
melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 
observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada 
grand tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, 
analisis dan membuat kesimpulan (Sugiyono, 2013: 307).  
Dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti sendiri yang 
didukung dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan 
dokumentasi. Pedoman-pedoman tersebut disusun sendiri oleh peneliti dan 
dikonsultasikan pada dosen pembimbing. Penyusunan pedoman wawancara, 
observasi dan dokumentasi disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk 





E. Teknik Analisis Data 
Menurut Seiddel (dalam Moleong, 2005: 248) analisis data kualitatif 
prosesnya berjalan melalui tahapan sebagi berikut:  
1. Pencatatan yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode 
agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri:  
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 
membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya;  
3. Berpikir, dengan jalan memuat agar kategori data itu mempunyai makna, 
mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan serta membuat 
temuan-temuan umum.  
Dalam penelitian kualitatif, proses analisis berlangsung secara terus 
menerus. Artinya ketika peneliti telah mendapatkan data namun belum merasa 
puas dan cukup untuk menyusun penelitiannya, maka peneliti dapat melanjutkan 
pengamatan untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam. Menurut 
Miles and Hoberman (dalam Sugiyono, 2011: 337) mengemukakan bahwa 
aktivitas dalam analisis data kulaitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 




















Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 
Sumber : Miles dan Huberman (dalam M. Djamal, 2015: 146) 
 
Adapun komponen-komponen analisis data model interaktif di  atas dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah pengelompokan data-data yang telah terkumpul, 
dipilah, dan diurutkan kedalam pola sesuai fokus penelitian. Mereduksi data 
berarti merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya yang sesuai dan kemudian membuang data 
yang tidak diperlukan. (Sugiyono, 2013: 338) Selain itu disajikan secara 
sistematik agar mudah dibaca maupun dipahami sehingga mampu memberikan 











Reduksi data didalam penelitian ini dimaksudkan dengan merangkum data, 
memilih hal-hal pokok, diusun secara sistematik sehingga memberikan gambaran 
secara jelas terkait dengan hasil pengamatan terkait peranan FPK2PA terhadap 
peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul. Data yang direduksikan meliputi hasil wawancara dengan staff 
FPK2PA, SKPD Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gunungkidul, 
Layanan Hukum (UPPA Polres Wonosari), Layanan Medis (RSUD Wonosari), 
Layanan Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul), Layanan Psikolog, dan 
keluarga korban kasus kekerasan. Data lain yang harus direduksikan yaitu hasil 
observasi terkait kegiatan program FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul serta 
dokumentasi berupa foto maupun dokumen atau arsip yang berkaitan dengan 
penelitian. Kemudian peneliti membuat ringkasan terhadap data yang telah 
diperoleh dan dikumpulkan agar peneliti mudah dalam mengendalikan data sesuai 
dengan kebutuhan penelitian. 
2. Penyajian Data (Display Data) 
Setelah data direduksi maka tahap selanjutnya yaitu mendisplaykan data. 
Data yang diperoleh di lapangan berupa uraian deskriptif kemudian disajikan 
secara sederhana untuk memudahkan peneliti memahami hasil penelitian yang 
telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya 
(Sugiyono, 2013: 341).  
Penyajian data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memudahkan 
peneliti memahami hasil penelitian yang telah didapatkan. Teknik yang digunakan 
54 
 
yaitu peneliti menyajikan dan menghubungkan data-data yang diperoleh dari hasil 
observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang telah direduksikan menjadi 
sebuah narasi yang mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat 
mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Kesimpulan yaitu peneliti mencari makna dari data yang terkumpul 
kemudian menyusun pola hubungan tertentu ke dalam satu kesatuan informasi 
yang mudah dipahami dan ditafsirkan sesuai dengan masalahnya. Pada tahap 
ketiga ini merupakan tahapan dimana peneliti harus memaknai data yang 
terkumpul kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah 
dipahami dengan mengacu pada masalah yang diteliti. Selanjutnya data tersebut 
dibandingkan dan dihubungkan dengan yang lainnya agar mudah ditarik 
kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang sedang diteliti. Secara 
singkat, pada tahap ini peneliti melakukan pemaknaan dan penyajian data yang 
telah berupa narasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari Peranan Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul. 
F. Keabsahan Data 
Penelitian ini, keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik 
trianggulasi data. Sugiyono (2011: 330) berpendapat bahwa teknik triangulasi data 
merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dengan cara menggabungkan dari 
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik 
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triangulasi bisa dilakukan dalam dua cara yaitu triangulasi teknik dimana 
pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang berbeda-beda pada sumber yang 
sama, sedangkan trianggulasi sumber adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan pada sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang 
sama. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
sumber. Penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan 
hasil wawancara dengan staff FPK2PA, SKPD Bidang Pemberdayaan Perempuan 
Kabupaten Gunungkidul, Layanan Hukum (UPPA Polres Wonosari), Layanan 
Medis (RSUD Wonosari), Layanan Sosial (Dinas Sosial Kabupaten 
Gunungkidul), Layanan Psikolog, dan keluarga korban kasus kekerasan. Tujuan 
akhir dari triangulasi data adalah dapat membandingkan informasi-informasi yang 
diperoleh dari berbagai pihak mengenai hal yang sama agar diperoleh jaminan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Lokasi dan Keadaan FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
Lokasi Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul berada pada posisi yang strategis yaitu di kota 
Wonosari. FPK2PA Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian dari Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Masayrakat dan Desa (DP3AKBPM&D) Kabupaten Gunungkidul 
yang beralamat di Komplek Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Kab. 
Gunungkidul. 
2. Sejarah Berdirinya FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang 
penyelenggaraannya secara berjejaring, yang dibentuk di tingkat kabupaten dan 
kecamatan. FPK2PA diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 
2012 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan perihal Forum 
Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam rangka 
memberikan pelayanan, perlindungan, menumbuhkan partisipasi, kepedualian, 
dan kepekaan  masyarakat pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. 
Kemudian melihat realitas di lapangan korban kasus kekerasan terhadap 
perempuan dan anak semakin hari semakin bertambah. Perempuan dan anak perlu 
untuk dilindungi karena rentan terhadap kekerasan, perempuan merupakan bagian 
dari keberlangsungan kehidupan bangsa, dan anak sebagai generasi penerus 
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bangsa maka dibentuklah Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan 
Anak. 
Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum Perlindungan Korban 
Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul ini didasari 
oleh: 
a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. 
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
dalam Rumah Tangga. 
e. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 
f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 
tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan. 
g. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. 
3. Visi dan Misi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
a. Visi 
Memberikan pelayanan, perlindungan, dan menumbuhkan partisipasi 





1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) FPK2PA. 
2) Peningkatan sarana prasarana dan anggaran. 
3) Peningkatan partisipasi masyarakat. 
4) Optimalisasi koordinasi. 
4. Sarana dan Prasarana FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
FPK2PA Kabupaten Gunungkidul memiliki sarana dan prasarana yang 
berguna untuk mendukung kegiatan di FPK2PA. Sarana dan prasarana yang 
dimiliki oleh FPK2PA Kabupaten Gunungkidul antara lain: 
a. Kantor 
Kantor digunakan untuk tempat berkumpul anggota FPK2PA dan 
digunakan untuk melakukan perencanaan program serta agenda di FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul. 
b. Mushola 
Ada satu mushola yang disediakan dapat digunakan untuk melaksanakan 
ibadah Sholat. 
c. Ruang tamu dan ruang tunggu 
Ruang ini disediakan untuk tamu (pelapor) yang diberikan oleh FPK2PA 
sebagai ruang tunggu. 
d. Filing Kabinet 
Perabot kantor yang dipergunakan untuk menyimpan dan melindungi 




e. Bebas biaya untuk mendapat layanan di FPK2PA 
Untuk mendapatkan layanan di FPK2PA bebas biaya, semua kegiatan 
ditanggung oleh FPK2PA, mulai dari layanan medis, layanan hukum, layanan 
psikologi, layanan ekonomi, dan layanan sosial. 
f. Ruang Rapat 
Ruang rapat sebagai tempat untuk mengadakan rapat koordinasi, rapat 
intern, dan sebagai ruang pertemuan rutin seluruh anggota FPK2PA. 
g. UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) 
UPPA merupakan kesekretariatan dari layanan hukum yang berada di 
Polres Gunungkidul. 
5. Susunan Kepengurusan FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
Berikut ini adalah susunan kepengurusan di FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul. 




Nama Jabatan Dalam Instansi 
Pembina Hj. Badingah, S. Sos Bupati Gunungkidul 
Penasehat Drs. Imawan Wahyudi Wakil Bupati Gunungkidul 
Pengarah Ir. Budi Martono, M.Si Sekretaris Daerah Kab. 
Gunungkidul 
Ketua Sujoko, S.Sos, M. Si Kepala DP3AKBPM&D 
Wakil Ketua Dra. Zultiyanti Imawan 
Wahyudi 
Ketua TIM Penggerak PKK 
Kab. Gunungkidul 






Dr. Triyani Heny Astuti 
 
 
1. Dinas Kesehatan Kab. 
Gunungkidul 
2. Ketua IDI Cabang 
Kab. Gunungkidul 
Kepala Bidang Pelayanan 




3. Staf Seksi Pelayanan 
Medis RSUD 
Wonosari 
4. RS Nur Rohmah 
Playen 
5. RS Pelita Husada 
Semanu 
6. IBI Kab. 
Gunungkidul 







Dr. Ida Rochmawati, 
M.Sc., Sp. KJ 
 
 
1. Aisyiyah Kab. 
Gunungkidul 
2. PDNA Kab. 
Gunungkidul 
3. Rifka Annisa 
Yogyakarta 
4. Kementerian Agama 
Kab. Gunungkidul 
5. LSPPA Yogyakarta 
Dokter Spesialis Kedokteran 








1. Ketua Pengadilan 
Agama Wonosari 
2. Kepala Dinas 
Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kab. 
Gunungkidul 
3. Ketua Pengadilan 
Negeri Wonosari 
4. Kepala Balai 
Permasyarakatan 
Kelas II Wonosari 
Kab. Gunungkidul  





7. Banit PPA 
SatReskrim Polres 
















1. TP. PKK Kab. 
Gunungkidul 
2. Wanita Kristen Kab. 
Gunungkidul 
3. Dinas Sosnakertrans 
Kab. Gunungkidul 
4. Muslimat NU Kab. 
Gunungkidul 
5. Muslimat NU Kab. 
Gunungkidul 
6. Kabag Kesra Setda 
Kab. Gunungkidul 
7. YSKK Surakarta 
Kepala Seksi Bina Sosial 
























3. Kepala Seksi 
Pendidikan Anak 
Usia Dini Bidang PLS 
Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga 
Kab. Gunungkidul 
4. SOS Desa Taruna 
5. IWAPI Kab. 
Gunungkidul 
6. TP. PKK Kab. 
Gunungkidul 
7. Kepala Bidang 
Kasubid Perlindungan 































1. Ny. Ambar Suwardi 
2. Ny. Witanto 
3. Ny. Ani Iswandoyo 
4. Ny. Jarot Hadi 
Atmojo 
5. Ny. Nanik Sri Rejeki 
6. Ny. Setiawan 
7. Ny. Gunawan 
8. Ny. Sugiyart Suyanto 
9. Ny. Joko Wardoyo 
10. Ny. Sri Muryani 
Supadmo 
11. Ny. Marwoto Hadi 
12. Ny. Sukis Haryatno  
13. Ny. Maryati Wastono 
14. Ny. Siwi Sabarisman 
15. Ny. Suparsilah Susilo 
16. Ny. Rumi Azis 
17. Ny. Arif Huntoro 
18. Ny. Dewi Asti 
Sukamto 




Staf DP3AKBPM&D Kab. 
Gunungkidul 
Staf DP3AKBPM&D Kab. 
Gunungkidul 
 
PKK Kec. Patuk 
PKK Kec. Tanjungsari 
PKK Kec. Wonosari 
PKK Kec. Saptosari 
 
PKK Kec. Ngawen 
PKK Kec. Gedangsari 
PKK Kec. Panggang 
PKK Kec. Playen 
PKK Kec. Girisubo 
PKK Kec. Karangmojo 
 
PKK Kec. Paliyan 
PKK Kec. Purwosari 
PKK Kec. Semanu 
PKK Kec. Nglipar 
PKK Kec. Ponjong 
PKK Kec. Rongkop 
PKK Kec. Semin 
PKK Kec. Tepus 
 
6. Pengelolaan Program Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul 
a. Perencanaan Program FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul 
Perencanaan sebagaimana dijelaskan oleh Majid (2008: 15) merupakan 
penyusunan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan 
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yang sudah ditentukan sebelumnya. Perencanaan dibuat berdasarkan kebutuhan 
dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan yang membuat perencanaan. 
Perencanaan harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. 
Perencanaan program layanan di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul sebagaimana 
yang dirangkum peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, pendirinya 
menyatakan bahwa mempunyai tujuan untuk memberikan pelayanan, 
perlindungan, menumbuhkan partisipasi, kepedualian, dan kepekaan masyarakat 
pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.  
Layanan yang diberikan di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul kepada 
korban kasus kekerasan diatur berdasarkan Undang-undang yang ditetapkan 
dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul, selain itu dalam pelaksanaan 
layanan ditentukan berdasarkan musyawarah anggota FPK2PA yang dilaksanakan 
rutin setiap rapat koordinasi FPK2PA seperti yang terdapat dalam catatan 
dokumentasi (CD-06, 10-03-2017). Hal yang dipertimbangkan dalam menentukan 
perencanaan layanan FPK2PA yaitu dengan mempertimbangkan masukan dari 
anggota FPK2PA yang kemudian di kompilasi dan disesuaikan dengan prioritas 
kegiatan, anggaran, dan pengalaman jumlah korban kasus kekerasan tahun 
sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh RM selaku koordinator kegiatan FPK2PA 
dari SKPD Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gunungkidul bahwa: 
“Perencanaan FPK2PA yaitu diatur berdasarkan Undang-undang dalam 
Surat Keputusan dari Bupati, kemudian selain itu yaitu adanya masukan 
dari anggota FPK2PA, lalu kemudian kita kompilasi dan kemudian 
diusulkan sesuai prioritas kegiatan, anggaran, dan pengalaman jumlah 
korban dari tahun-tahun sebelumnya melalui DP3AKBPM&D, tujuannya 
supaya ada patokan yang jelas untuk pelaksanaannya di tahun mendatang. 
Dan perencanaan program ini kita lakukan setiap kali adanya rapat 
koordinasi FPK2PA. Untuk program kami cenderung mengembangkan 
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program yang sudah berjalan untuk ditindaklanjuti, apa kurangnya dan 
solusi seperti apa yang diperlukan” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Pernyataan tersebut di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan 
AR selaku anggota FPK2PA bahwa: 
“Perencanaan program kita lakukan setiap kegiatan rapat koordinasi 
FPK2PA. Dalam perencanaan program kita melihat jumlah korban dari 
tahun sebelumnya, kemudian melibatkan seluruh anggota dari FPK2PA, 
untuk saling berdiskusi memberikan masukan atau ide-ide, setelah 
mendapat kesepakatan bersama baru kita tentukan kegiatan apa, kita 
sesuaikan juga dengan yang lainnya, seperti dana anggaran untuk kegiatan 
tersebut” (CW-2, 04-05-2017) 
 
Pendapat tersebut dikuatkan oleh hasil observasi yang tertulis dalam 
catatan lapangan VIII bahwa: 
“Peneliti diperkenankan untuk mengikuti rapat koordinasi FPK2PA yang 
memang rutin dilaksanakan setiap dua bulan sekali. Rapat koordinasi ini 
dilaksanakan untuk mengevaluasi program FPK2PA dan pembuatan 
perencanaan program FPK2PA dengan melihat jumlah korban dari tahun 
sebelumnya. Yang terlibat dalam rapat koordinasi yaitu seluruh anggota 
FPK2PA” (CL-VIII, 10-03-2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa perencanaan 
program yang dilakukan dalam setiap rapat rutin hanya diperuntukkan bagi dinas 
pemerintah daerah, anggota FPK2PA, perwakilan dari masyarakat, dan pihak-
pihak lain yang terkait. Dalam kegiatan rapat rutin tidak melibatkan korban kasus 
kekerasan secara langsung, hanya menggunakan data yang sifatnya adminisitratif 
berupa kasus dan hasil dari rekap kasus sebelumya sebagai bahan pertimbangan. 
Perencanaan yang melibatkan korban kasus kekerasan hanya sebatas penyelesaian 
kasus dengan merumuskan solusi pemecahan masalah atau kasus dari pihak 
korban kasus kekerasan dengan menganalisis permasalahan sebelumnya. 
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Hal tersebut dibenarkan oleh RM selaku koordinator kegiatan FPK2PA 
dari SKPD Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gunungkidul yang menyatakan 
bahwa: 
“Dalam rapat rutin pihak yang terlibat yaitu dinas pemerintahan daerah 
yang terkait, kemudian anggota-anggota FPK2PA, ada dari masyarakat 
ormas, toga, tomas, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Kami 
berunding untuk membuat rencana kegiatan, siapa nanti yang bertugas, 
mencari solusi penyelesaiannya. Ini sifatnya musyawarah, dalam kegiatan 
ini tentu tidak melibatkan korban kasus kekerasan secara langsung” (CW-
1, 10-03-2017) 
 
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari salah satu keluarga 
korban kasus kekerasan, yaitu ayah LS yang mengatakan bahwa: 
“Pertemuan-pertemuan rutin tidak ada. Selama ini saya dan anak cuma 
datang untuk berkonsultasi saja  membahas permasalahan  yang terjadi 
pada anak saya. Tidak ada yang rapat-rapat gitu. Kalau konsultasi ya 
awalnya pasti ada perencanaan, ada prosesnya merencanakan solusi 
terbaik dari permasalahan yang dialami anak saya. Baik itu secara 
psikologisnya, sosialnya, kesehatannya atau hukum” (CW-8, 14-04-2017) 
 
Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa perencanaan 
yang dilakukan di Forum Perlindungan Korban Kasus Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul melalui rapat rutin koordinasi yang 
melibatkan dinas pemerintahan daerah, anggota FPK2PA, perwakilan dari 
masyarakat ada organisasi masyarakat (Ormas), tokoh agama (Toga), tokoh 
masyarakat (Tomas), dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. Untuk rapat 
perencanaan program yaitu membahas rencana kegiatan disesuaikan dengan 
prioritas kegiatan, pembagian tugas kerja, perencanaan anggaran, dan 
pengembangan program melihat pengalaman jumlah korban kasus kekerasan dari 
tahun sebelumnya. Untuk perencanaan program yang dikhususkan bagi korban 
kasus kekerasan dilaksanakan secara langsung oleh yang bersangkutan melibatkan 
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FPK2PA sebagai mediator yang akan membuat perencanaan dalam hal perumusan 
solusi yang tepat bagi kasus yang dialami oleh korban. 
b. Pelaksanaan Program FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi manajemen bukan hanya mengelola 
pelaksanaan program namun mencakup bagian yang luas meliputi manusia, uang, 
material dan waktu (Umberto Sihombing, 2000:67). Kegiatan pelaksanaan 
merupakan kegiatan implementasi dari kegiatan perencanaan. Melalui 
perencanaan yang matang diharapkan meminimalisir hambatan yang terjadi di 
kegiatan pelaksanaan ini. 
Kegiatan pelaksanaan dalam program FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
merupakan implementasi dari kegiatan yang sudah direncanakan sebelumya. 
Kegiatan pelaksanaan ini yaitu seorang pendamping harus siap membantu korban 
kasus kekerasan ketika menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, 
dalam melakukan pendampinganpun harus disesuaikan dengan kebutuhan korban 























Gambar 3. Prosedur Pelaksanaan Program FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul 
Prosedur pelaksanaan progam FPK2PA Kabupaten Gunungkidul meliputi: 
Korban dan/atau pendamping dari korban datang ke Bidang Pemberdayaan 
Perempuan pada DP3AKBPM&D (Dinas Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masayrakat dan 
Desa) melaporkan kejadian yang menimpa korban dengan membawa identitas, 
dari keterangan korban petugas menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan 
korban. Jika korban membutuhkan pelayanan Bidang Kesehatan dan Psikologi 
(kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke RSUD Wonosari dan 
Puskesmas yang ditunjuk; jika memerlukan penanganan kasus hukum akan 
1. Korban/Pendamping datang ke Bidang Pemberdayaan 
Perempuan dan isi buku tamu 
2. Korban/Pendamping mengisi formulir yang telah bersedia 
3. Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat 
kronologi kejadian yang disampaikan korban 
4. Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologi, 




dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Polres; jika 
membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pedamping kerohanian sesuai 
agama yang dianut korban; jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi 
sosial dirujuk ke Dinsosnarkertran Kab. Gunungkidul dan jika membutuhkan 
pelayanan bidang ekonomi dirujuk ke SKPD terkait. 
Menanggapi pernyataan tersebut RM menyatakan: 
“Jadi ya mba, dalam pelaksanaan FPK2PA ini alurnya itu korban atau 
pendamping itu datang ke kami, kemudian mengisi formulir, yang 
selanjutnya korban atau pendamping yang melapor menyampaikan 
kronologi kejadian dan kami mencatatnya, kemudian kami memberikan 
rujukan pelayanan bagi korban tersebut ke layanan kesehatan, hukum, 
psikologis, sosial maupun ekonomi, seperti itu dan tidak dipungut biaya” 
(CW-1, 10-03-2017) 
 
Pendapat RM tersebut dikuatkan oleh hasil observasi yang tertulis dalam 
catatan lapangan VIII: 
“Saat berada di ruang SKPD Pemberdayaan Perempuan DP3AKBPM&D 
peneliti melihat bagan prosedur pelaksanaan program  FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul yang ditempel di dinding. Dari bagan tersebut peneliti dapat 
mengamati urutan pelaksanaan program FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul, mulai dari korban atau pendamping datang ke SKPD 
Pemberdayaan Perempuan untuk melaporkan kasus, sampai korban 
mendapatkan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya” (CL-
VIII, 10-03-2017) 
 
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh pendapat dari AR yang menyatakan 
bahwa: 
“Pelaksanaan FPK2PA itu ada alurnya yang pertama korban atau 
pendamping  korban datang ke sekretariat FPK2PA yaitu di Bidang 
Pemberdayaan Perempuan DP3AKBPM&D, kemudian mengisi formulir, 
setelah itu korban atau pendamping yang melapor menyampaikan 
kronologi kejadian dan tugas kami mengidentifikasi kebutuhan yang 
diperlukan korban, kemudian kami memberikan rujukan pelayanan bagi 





Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul meliputi beberapa prosedur yaitu korban atau 
pendamping dari korban datang ke Bidang Pemberdayaan Perempuan pada 
BPMPKB melaporkan kejadian yang menimpa korban dengan membawa 
identitas, dari keterangan korban petugas menentukan jenis pelayanan yang 
dibutuhkan korban, seperti layanan bidang Kesehatan dan Psikologi (kesehatan 
fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke RSUD Wonosari dan Puskesmas yang 
ditunjuk, layanan hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
(UUPA) Polres, layanan bidang sosial dirujuk ke pedamping kerohanian sesuai 
agama yang dianut korban, jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi 
sosial dirujuk ke Dinsosnarkertran Kab. Gunungkidul dan layanan bidang 
ekonomi dirujuk ke SKPD terkait. 
c. Monitoring dan Evaluasi Program FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
Kegiatan evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa banyak program 
yang dilaksanakan bermanfaat bagi peserta yang mengikuti program dan menjadi 
tolak ukur dalam menyusun program selanjutnya. Menurut Sudaryono (2012: 41), 
evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan 
digunakan untuk menentukan seberapa jauh target program pengajaran tercapai. 
Tolak ukur dalam kegiatan evaluasi ini adalah tujuan yang sudah dirumuskan 
dalam tahap perencanaan kegiatan.  
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan evaluasi program melalui rapat 
koordinasi yang dilaksanakan rutin setiap dua bulan sekali, dan disesuaikan 
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dengan kebutuhan seperti yang terdapat dalam (CD- 06, 10-03-2017), rapat 
koordinasi dengan seluruh anggota FPK2PA selalu dilakukan yang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi, kemudian ada evaluasi yang dilaksanakan dengan 
melakukan kunjungan ke lokasi FPK2PA yang ada di kecamatan dan desa yang 
selalu diagendakan setiap satu tahun sekali. Pernyataan ini diperkuat oleh RM 
selaku koordinator FPK2PA SKPD Pemberdayaan Perempuan Kabupaten 
Gunungkidul yang menyatakan bahwa: 
“Hasil evaluasi kami yang mestinya dilakukan yaitu, harus ada komitmen 
dari setiap pelaku yang ada di dalam FPK2PA, koordinasi yang lebih 
intesif lagi, memahami tentang FPK2PA, memahami tugas setiap bidang, 
kemudian dukungan dari dana. Bentuk evaluasi kinerja pelaksana itu ada 
rapat koordinasi penanganan kasus, rapat koordinasi FPK2PA, rapat inetrn 
terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan, kemudian ada 
melalui pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM secara 
rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 
peningkatan pelayanan. Selain itu juga ada evaluasi ke lokasi FPK2PA 
yang di kecamatan dan desa yang dilakukan rutin setiap tahun mba” (CW-
1, 10-03-2017) 
 
Hal ini juga diungkapkan oleh AR selaku anggota FPK2PA yang 
menyatakan bahwa: 
”Evaluasi untuk FPK2PA yaitu mengadakan rapat koordinasi, yang 
hasilnya itu harus adanya koordinasi yang lebih intensif, meningkatkan 
kerjasama, memahami dalam menjalankan tugasnya dari masing-masing 
bidang” (CW-2, 04-05-2017) 
 
Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat GT selaku koordinator hukum 
yang menyatakan bahwa: 
 “Dalam evaluasi peningkatan kerjasama sangat perlu, dari rekan atau 
dinas lain harus lebih intens lagi, adanya pelatihan-yang diadakan secara 
terus-menerus. Seperti pisau, kalau pelatihan itu seperti mengasah, pada 
saat kita punya pisau, pada saat pisau itu tidak pernah diasah akan tumpul, 
tapi kalau diasah berkala nanti tetap terjaga ketajamannya. Untuk itu di 
FPK2PA ada rapat rutin untuk mengevaluasi kegiatan FPK2PA melalui 
rapat koordinasi kegiatan FPK2PA yang diikuti oleh seluruh anggota, 
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dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan FPK2PA” (CW-3, 
05-04-2017) 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
program dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul meliputi rapat koordinasi yang dilaksanakan 
rutin setiap dua bulan sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan, rapat koordinasi 
dengan seluruh anggota FPK2PA selalu dilakukan yang disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi, kemudian ada evaluasi yang dilaksanakan dengan melakukan 
kunjungan ke lokasi FPK2PA yang ada di kecamatan dan desa yang selalu 
diagendakan setiap satu tahun sekali. Selain itu evaluasi dilakukan untuk 
meningkatkan kerjasama dalam forum yang memang sangat perlu, supaya lebih 
intensif dalam melakukan tugasnya masing-masing. Adanya pelaksanaan survei 
Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 
bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dalam FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul. 
7. Bentuk Layanan FPK2PA Kabupaten Gunungkidul dalam Menangani 
Korban Kasus Kekerasan 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 25 Tahun 
2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 3, 
bahwa: 
“Tujuan di bentuknya Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan 
dan Anak (FPK2PA) adalah memberikan acuan perlindungan dan 
pelayanan untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban 




Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 
meliputi upaya pencegahan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi dan 
pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Anggota FPK2PA terdiri dari Satuan 
Kerja Perangkat Daerah, maupun lembaga masyarakat yang dikelompokkan 
dalam layanan sebagai berikut: 
1) Layanan kesehatan 
Layanan kesehatan yaitu memberikan bantuan pelayanan medis yang 
dibutuhkan korban, melakukan pemeriksaan dan tindakan medis, perawatan dan 
pemulihan kesehatan. Menyediakan layanan konsultasi kesehatan bagi korban 
kasus kekerasan seperti yang terdapat dalam (CD-09, 09-03-2017). 
Pernyataan ini dibenarkan oleh pernyataan dari M selaku pihak layanan 
medis RSUD Wonosari yang menyatakan bahwa: 
“Peran medis ya jelas memberikan layanan kesehatan bagi pasien atau 
korban setelah kami menerima laporan dari bagian hukum, kemudian 
melakukan pemeriksaan seperti misalnya korban memerlukan visum ya 
divisum, disesuaikan dengan kebutuhan pasien atau korban tersebut, atau 
bisa apabila ada pasien yang memerlukan layanan konseling kami juga 
menyediakan. Setelah adanya pemeriksaan dan sudah diketahui bagaimana 
kondisi korban apakah bisa pulang atau mondok, kemudian apabila korban 
ingin melanjutkan kasus ke ranah hukum, hasil dari pemeriksaan kami 
serahkan kepada polres untuk ditindaklanjuti, tapi apabila pasien atau 
korban tidak meinginkan untuk melapor kasus ke polres ya tidak apa-apa” 
(CW-4, 09-03-2017) 
 
Ayah LS selaku ayah dari korban kasus kekerasan berpendapat bahwa: 
“Medis niku kesehatan nggih, ya niku mba kaya sing wau saya ceritakan, 
dari pas pertama sampai lahiran anak saya dibantu terus, malah sampai ini 
cucu saya mau menerima bantuan operasi bibir sumbing nanti kalau sudah 





Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat RM selaku koordinator 
FPK2PA dari SKPD Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa: 
“Peranan layanan medis memberikan penanganan secara medis bagi 
korban mba, kemudian melakukan pmeriksaan, perawatan sampai pada 
pemulihan, kemudian juga kesehatan korban dipantau terus mba, seperti 
misal korban sedang hamil akan mendapat pelayanan sampai melahirkan 
seperti itu mba” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh catatan lapangan VII yang ditulis 
oleh peneliti: 
“peneliti berkesempatan melihat dan mengamati proses pendampingan 
kesehatan yang sebelumnya sudah mendapat ijin dari pihak korban. 
Korban sedang memeriksakan kondisi kehamilannya yang sudah berusia 
3 bulan. Layanan kesehatan memberikan pendampingan dan terus 
memantau kondisi kesehatan korban sampai melahirkan” (CL-VII, 09-
03-2017) 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan 
layanan kesehatan bagi korban kasus kekerasan langkah yang paling utama adalah 
mengidentifikasi kebutuhan korban kasus kekerasan, karena peran utama dari 
layanan kesehatan adalah penanganan bagi korban kasus kekerasan yang 
memerlukan tindakan medis mulai dari pemeriksaan, perawatan, memantau 
kesehatan korban sampai pada pemulihan.  
2) Layanan Psikologi 
Layanan psikologi yaitu memberikan pendampingan berupa konsultasi 
atau konseling psikis bagi korban kasus kekerasan seperti yang terdapat dalam 
(CD-03, 03-04-2017), memberikan penguatan mental spiritual bagi korban kasus 
kekerasan sesuai dengan keyakinan atau agamanya, memberikan konseling 
lanjutan, memberikan rujukan intervensi medis jika korban mengalami gejala 
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klinis (penanganan oleh psikiater), memberikan layanan konsultasi untuk pelaku 
kekerasan. 
Pernyataan ini diperkuat oleh saudara A dari layanan psikologi yang 
menyatakan bahwa: 
“Kalau di FPK2PA kami ini lebih ke pendampingan psikologisnya, 
penguatan mental, apa yang dibutuhkan oleh si korban atau klien dari 
kondisi emosinya kemudian kesiapan kematangan tergantung bagaimana 
persoalan yang dialami oleh klien. Pendampingan kondisi klien yang 
mengalami trauma, memberikan konsultasi berupa konseling psikis bagi si 
klien, untuk penguatan mental si klien dan untuk bisa memulihkan kembali 
kondisi psikis klien juga memerlukan dukungan sosial orang sekitar seperti 
ada dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, nah setelah mendapatkan 
konseling klien kemudian dirujuk lebih lanjut untuk mendapatkan 
pelayanan yang diperlukan diantaranya yaitu seperti RSUD, kepolisian, 
dan lain sebagainya” (CW-6, 03-04-2017) 
 
Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh saudara RM yang menyatakan 
bahwa: 
“Kalau di FPK2PA peranan layanan psikologi ya memberikan  
pendampingan psikologis yang disesuaikan dengan kebutuhan  korban, 
korban yang mengalami trauma, dalam melakukan pendampinganpun juga 
menyesuaikan kondisi korban, kadang ada korban yang masih belum mau 
ditanya-tanya, jadi kita harus bisa melihat kondisi korban, karena tidak 
bisa dipaksakan mba, kalau masalah seperti ini” (CW-1, 10- 03--2017) 
Ayah LS juga berpendapat bahwa: 
 
“Apa ya mba, oh itu anak  saya pas itu ada dari psikolog yang datang ke 
rumah rutin itu mba, jadi anak saya kaya diterapi gitu, kan sempat anak 
saya itu jadi diem mba, mboten purun keluar rumah, makan mboten purun, 
tapi sawise wonten saking psikolog wau niku ya anak saya mulai mau 
ngomong, gelem dijak maem. Nggih niku mba” (CW-8, 14-04-2017) 
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa layanan psikologi 
memberikan layanan berupa konsultasi atau konseling psikis bagi korban kasus 
kekerasan, bilamana ada korban kasus kekerasan, terlebih dahulu korban 
mendapatkan pelayanan kesehatan, bila diperlukan melalui puskesmas dengan 
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disertai keterangan visum, kemudian korban mendapatkan layanan konseling, 
berikutnya korban dirujuk untuk mendapatkan bimbingan spiritual. Setelah 
mendapat konseling dan bimbingan spiritual korban kemudian dirujuk lebih lanjut 
untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan di antaranya ke Rumah Sakit 
Umum, Kepolisian, dan lain-lain. 
3) Layanan Hukum 
Layanan hukum yaitu menerima dan memproses laporan korban kasus 
kekerasan, membuat dan menerapkan pedoman penentuan dugaan tindak pidana 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan konsultasi dan bantuan 
hukum bagi korban kasus kekerasan, memberikan pendampingan pembelaan 
setiap proses penanganan hukum seperti yang terdapat dalam (CD-02 , 05-04-
2017). 
Pernyataan ini diperkuat oleh GT selaku koordinator pihak layanan hukum 
saat di wawancara menyatakan bahwa: 
“Peranan  kita yaitu menerima aduan, menerima konsultasi masalah 
hukum, membuat link yang dibutuhkan oleh korban, misalnya dari 
kekerasan, kekerasan itu kita langsung yang pertama kali bukan masalah 
hukumnya tapi masalah kesehatannya, langsung kita periksakan di RSUD 
Wonosari, penanganan pertama dari medis dulu, nanti baru kalau dia mau 
laporan kita terima tapi kalau tidak laporan yang penting medis sudah 
teratasi, untuk antisipasi kalau nanti ternyata sakit ada perlukaannya. Kita 
juga meneydiakan  informasi, bantuan hukum untuk korban, dan disini 
sebagai perlindungan identitas korban sangat kita rahasiakan dari pihak-
pihak yang tidak terlibat dalam forum” (CW-3, 05-04-2017) 
 
Hal ini juga diungkapkan oleh RM selaku koordinator FPK2PA yang 
menyatakan bahwa: 
“Peranan  layanan hukum yaitu  menerima aduan mba dari pelapor, 
menangani kasus berdasarkan peraturan hukum, kemudian memberikan 
konsultasi masalah hukum ya untuk memberikan penjaminan pemenuhan 
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hak-hak korban mba, selanjutnya layanan hukum juga berperan 
mendampingi membela setiap proses penanganan hukum” (CW-1, 10-03-
2017) 
 
Kemudian Ayah LS juga berpendapat bahwa: 
“Nggih niku sampun mbantu, menyelesaikan kasusnya mba, saniki kan 
pelakune sampun diproses hukum, ya harapan saya bisa dihukum sesuai 
yang seharusnya kados niku mba, lah saya mboten nyangka nggih kalau 
tetangga saya sendiri tega kados niku. Nggih mugo-mugo dihukum seberat-
beratnya supaya kapok mboten ngulangin lagi kesalahannya” (CW-8, 14-
04-2017) 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa layanan hukum 
mempunyai peran pendampingan pembelaan setiap proses penanganan hukum, 
membuat dan menerapkan pedoman penentuan dugaan tindak pidana kekerasan 
terhadap permpuan dan anak, menerima aduan kemudian memproses laporan, 
sebelum menindaklanjuti ke proses selanjutnya, dari layanan hukum memberikan 
rujukan ke layanan kesehatan untuk ditangani secara medis terlebih dahulu. 
Layanan hukum juga menyediakan informasi, konsultasi dan bantuan hukum bagi 
korban kasus kekerasan, dalam rangka pemulihan atau penjaminan pemenuhan 
hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kasus kekerasan yang dilanggar. 
4) Layanan Sosial  
Layanan sosial yaitu memberikan pengutan sosial dengan memfasilitasi 
sesuai kebutuhan korban kasus kekerasan, membantu korban yang tidak diterima 
oleh masyarakat akibat stigma sosial, akan difasilitasi untuk dilakukan mediasi, 
memberikan konseling pelaku antara peran hukum dan sosial, kemudian 
mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah seperti yang terdapat 
dalam (CD-07, 08-05-2017). 
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Pernyataan ini diperkuat oleh pendapat N dari layanan sosial yang 
menyatakan bahwa: 
“Dinas sosial memiliki peran pendampingan terhadap korban kasus 
kekerasan, selain pendampingan kalau kami ini PKSA (Program 
Kesejahteraan Sosial Anak) itu ada bantuan baik itu lewat Panti atau 
lembaga-lembaga yang bantuannya dari kementrian sosial untuk anak-
anak korban pelaku maupun saksi dan kalau di kementrian sosial 
sebenarnya banyak sumber kaya PKH itu salah satu bantuan dari 
kementrian sosial untuk anak-anak. Jadi ketika kami melakukan 
pendampingan kadang anak-anak tersebut sudah mendapatkan bantuan 
sebenarnya dari kementrian sosial, katakan bantuan tersebut terkait dengan 
kemiskinan terus rentan, kemudian terkadang juga sudah seperti itu 
kemudian dia menjadi korban misalnya, itu juga nanti aksesnya bisa ke 
PKSA atau cukup dengan bantuan itu saja. Pada dasarnya kami ini 
memberikan penguatan sosial kepada korban kekerasan tersebut” (CW-5, 
09-03-2017) 
 
Ayah LS selaku ayah korban kasus kekerasan berpendapat bahwa : 
“Nggih sami mba, saking nopo niku jenenge pekerja sosial nopo nggih, 
sering datang ke rumah saya mba, mantau keadaan anak saya. Terus juga 
saya menerima bantuan dari dinas sosial mba buat kebutuhan sehari-hari” 
(CW-8, 14-04-2017) 
 
Hal ini juga disampaikan oleh RM yang menyatakan bahwa: 
“Dinas sosial memiliki peranan pendampingan terhadap korban kasus 
kekerasan, memberikan penguatan sosial untuk korban, karena korban 
terkadang kan ada yang mengalami trauma sehingga tidak bisa melakukan 
kegiatannya, seperti korban yang masih sekolah, tugas layanan sosial ya 
juga mengakseskan pendidikan korban, terus juga memberikan layanan 
konseling yang bekerjasama dengan layanan psikologi” (CW-1, 10-03-
2017) 
 
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa layanan sosial berperan 
dalam pendampingan terhadap korban kasus kekerasan dengan membantu korban 
yang tidak diterima oleh masyarakat akan difasilitasi untuk mediasi, kemudian 
memberikan penguatan sosial dengan memfasilitasi kebutuhan korban. Selain itu 
layanan sosial ini termasuk dalam PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) 
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yang didalam terdapat layanan bantuan baik itu lewat Panti atau lembaga-lembaga 
yang bantuannya dari Kementrian Sosial untuk anak-anak korban pelaku maupun 
saksi dan di Kementrian Sosial sebenarnya banyak sumber bantuan, seperti PKH 
itu salah satu bantuan dari kementrian sosial untuk anak-anak. 
5) Layanan Ekonomi, 
Layanan ekonomi yaitu mengidentifikasi dan mendata korban yang 
membutuhkan penguatan ekonomi untuk diberikan rekomendasi sesuai dengan 
minat dan kebutuhan korban, seperti pemberian ketrampilan dan modal, 
melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk menjaga kelangsungan 
usaha dan kemandirian ekonomi korban seperti yang terdapat dalam (CD-10, 05-
05-2017). 
Pernyataan ini diperkuat oleh R dari layanan ekonomi yang menyatakan 
bahwa: 
“Kita dalam layanan ekonomi ini pertama ya mengidentifikasi dan 
mendata korban yang membutuhkan penguatan ekonomi, kemudian 
diberikan rekomendasi sesuai dengan minat dan kebutuhan korban, seperti 
pemberian ketrampilan berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan modal 
usaha supaya bisa menambah pendapatan. Setelah itu kita selalu 
melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kelangsungan usaha 
dan kemandirian ekonomi korban tersebut, ” (CW-7, 4 05-2017) 
 
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh RM selaku koordinator FPK2PA 
yang menyatakan bahwa: 
“Tugas layanan ekonomi itu memberikan pelatihan keterampilan mba, 
yang disesuaikan dengan kebutuhan korban, kemudian diberikan bantuan 
modal untuk usaha, dalam pelatihan juga kita tidak memungut biaya mba, 
semuanya gratis, kemudian kita juga harus melakukan monitoring untuk 
melihat perkembangan usaha korban, diharapkan dengan adanya layanan 





Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa layanan ekonomi 
mempunyai peranan yaitu mengidentifikasi dan mendata korban yang 
membutuhkan pengutan ekonomi untuk direkomendasikan sesuai dengan minat 
dan kebutuhan korban, seperti pemberian pendidikan atau kursus untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi korban melalui 
lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan kewirusahaan dengan bebas 
biaya. Setelah memperoleh pelatihan, layanan ekonomi melakukan pendampingan 
untuk membantu korban dalam mengembangkan usaha, serta melakukan 
monitoring dan evaluasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan kemandirian 
korban. 
Layanan yang ada di Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan 
dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan berhubungan satu 
sama lain, mulai dari layanan kesehatan, psikologi, sosial, hukum, dan ekonomi. 
Layanan di FPK2PA merupakan tahapan-tahapan yang sistematis, namun dalam 
penanganan korban kasus kekerasan disesuaikan dengan kebutuhan atau persoalan 
yang dialami oleh korban. Setiap kasus yang dialami oleh korban kasus kekerasan 
membutuhkan penanganan yang berbeda-beda. 
Pendapat di atas diperkuat oleh RM sebagai korodinator FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul yang mengatakan bahwa: 
“Dalam menangani korban itu disesuaikan dengan kebutuhan korban 
tersebut, karena apa, ya karena setiap korban itu memiliki  tingkat 
kebutuhan yang memang berbeda-beda tergantung dari persoalan kasus 
yang dialaminya. Penanganan korban itu mulai dari pendampingan, 
pendampingan dari medis, pendampingan psikologis, pendampingan 
hukum, pendampingan ekonomi, dan pendampingan sosial, nah walaupun 
dari masing-masing ini kalau hukum sudah ada kan yang bertanggung 
jawab penegak hukum yang menjadi pendamping hukum, pendampingan 
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psikologis kami juga sudah punya, pendampingan sosial dari dinas sosial, 
dan pendampingan ekonomi yaitu kami bekerjasama dengan SKPD lain” 
(CW-1, 10-03-2017) 
 
Pendapat tersebut juga diperkuat oleh AR selaku anggota FPK2PA, yang 
menyatakan bahwa: 
“FPK2PA memiliki peran perlindungan terhadap korban kasus kekerasan 
perempuan dan anak, yang menyediakan layanan kesehatan, sosial, 
ekonomi, hukum, dan psikologi. Masing-masing layanan memiliki tugas 
yang berbeda namun tetap harus saling bekerjasama mba, layanan 
kesehatan memberikan pelayanan secara medis, layanan sosial 
memberikan penguatan sosial sesuai kebutuhan, misal saja korban adalah 
anak sekolah, dia tidak bisa lanjutkan sekolahnya karena sudah 
dikeluarkan dari sekolah, nah tugas disini layanan sosial mencarikan 
sekolah lain, kemudian ada layanan ekonomi yang memberikan pelatihan 
kepada korban dan modal untuk usaha, layanan hukum melindungi korban 
dan memberikan bantuan hukum bagi korban, dan ada layanan psikologi 
yang memberikan layanan konsultasi bagi korban yang mengalami 
trauma” (CW-2, 04-05-2017) 
 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk layanan yang ada di 
FPK2PA Kabupaten Gunungkidul meliputi layanan kesehatan, layanan 
psikologis, layanan hukum, layanan sosial, dan layanan ekonomi. Dari masing-
masing layanan mempunyai tugas yang berbeda-beda, namun dalam menangani 
korban kasus kekerasan tetap saling bekerjasama. Selain itu, dalam memberikan 
layanan menyesuaikan kebutuhan atau persoalan yang dialami oleh korban kasus 
kekerasan. 
8. Peranan FPK2PA dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Korban 
Kasus Kekerasan  
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Apabila 
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 
maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-
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pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai 
macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal 
tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi 
masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, 
penyesuaian diri dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2002: 268-269). 
Peranan FPK2PA dalam meningkatkan kesejahteraan sosial korban kasus 
kekerasan. Hal ini berarti menekankan pada upaya menciptakan kesejahteraan 
sosial bagi korban kasus kekerasan. Menurut Adi Fahrudin (2012: 8) 
kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat 
memenuhi kebutuhan dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. 
Kesejahteraan sosial adalah mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia 
untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik.  
Kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, 
kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial untuk mencapai 
suatu kemandirian. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran 
masyarakat yang seluas-luasnya, demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang 
terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 
Indikator kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu 
dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Detil perjelasan untuk 
masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 
a. Ekonomi  
Ekonomi merupakan indikator yang terkait dalam analissi kesejahteraan 
sosial yang meliputi presentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan 
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keparahan kemiskinan, dan pendapatan perkapita. Dalam FPK2PA indikator yang 
digunakan tidak melihat pendapatan perkapita, melainkan indikator dilihat dari 
produktivitas dan kemandirian korban kasus kekerasan setelah menerima 
pelayanan dari FPK2PA, karena FPK2PA mempunyai layanan ekonomi yang 
tugasnya memberikan pendampingan kepada korban kasus kekerasan berupa 
pelatihan ketrampilan dan memberikan modal usaha dengan tujuan untuk 
mensejahterakan dan menciptakan kemandirian ekonomi korban kasus kekerasan 
supaya lebih produktif.  
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan dari R selaku koordinator 
layanan ekonomi FPK2PA yang menyatakan bahwa: 
“Kita dalam layanan ekonomi ini pertama ya mengidentifikasi dan 
mendata korban yang membutuhkan penguatan ekonomi, kemudian 
diberikan rekomendasi sesuai dengan minat dan kebutuhan korban, seperti 
pemberian ketrampilan berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan modal 
usaha supaya bisa menambah pendapatan. Setelah itu kita selalu 
melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kelangsungan usaha 
dan kemandirian ekonomi korban tersebut, ” (CW-7, 4 05-2017) 
 
FPK2PA memberikan layanan ekonomi yang membantu korban untuk 
meningkatkan pendapatan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan, 
kemudian diberikan bantuan modal usaha. Selain untuk meningkatkan 
pendapatan, tujuan adanya pendampingan secara ekonomi korban mengalami 
perubahan sebelum dan sesudah mendapat pendampingan yaitu lebih mandiri dari 
segi ekonomi dan korban bisa produktif kembali. 
Saudara RM selaku koordinator kegiatan FPK2PA menyatakan bahwa: 
“Kondisi ekonomi korban setelah menerima layanan ekonomi dari kami 
tentu mengalami perubahan, korban mendapat pendampingan dari 
FPK2PA sampai bisa kembali melakukan aktivitasnya. Kemudian kami 
memberikan keterampilan kerja atau kewirausahaan dan modal, setelah itu 
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kami melakukan monitoring dan evaluasi mba apakah usahanya tetap 
berlangsung dan untuk menjaga kemandirian ekonomi korban tersebut jadi 
tetap terpantau meskipun sudah tidak dalam pendampingan lagi, dan hasil 
yang dicapai dengan adanya pelayanan ekonomi dapat meningkatkan 
pendapatan korban mba, bahkan korban bisa lebih produktif lagi sekarang 
mba, bisa dikatakan lebih mandiri” (CW-1, 10-03-2017) 
Pendapat ini juga diperkuat oleh saudara R selaku koordinator di layanan 
ekonomi yang menyatakan bahwa: 
“Hasil yang dicapai setelah korban mendapat pendampingan dari kami, 
korban bisa melakukan aktivitasnya kembali, ada salah satu korban yang 
kami dampingi sekarang usaha jualan gado-gado di daerah saptosari mba 
sampai sekarang juga masih dalam pemantauan kami, padahal sebelumnya 
korban tersebut mengalami trauma yang memang dia tidak berani untuk 
ketemu orang, tapi setelah mendapat pendampingan dari FPK2PA 
sekarang bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, jualannya juga laris mba. 
Disini berarti kan menunjukan bahwa korban sudah bisa lebih mandiri, dan 
produktif lagi” (CW-7, 03-04-2017) 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul dapat memberikan 
perubahan terhadap kondisi korban kasus kekerasan dari sebelum dan sesudah 
mendapatkan pendampingan di antaranya yaitu mendapatkan penguatan sosial 
sehingga korban dapat melanjutkan aktivitas rutinnya seperti yang terdapat dalam 
(CD-11, 05-05-2017), hal ini tentu berpengaruh terhadap peningkatkan 
kemandirian ekonomi dan produktivitas korban kasus kekerasan.  
b. Kesehatan 
Sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan 
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi 
untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai 
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derajat kesehatan yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan kesehatan 
merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Kondisi masyarakat 
yang sehat merupakan prasyarat utama untuk melakukan pembangunan.  
Kesehatan adalah salah satu faktor awal yang menentukan kualitas suatu 
bangsa. Indikator kesehatan yang terkait dalam analisis kesejahteraan sosial 
meliputi angka kematian bayi, jumlah kematian bayi, angka harapan hidup, angka 
kematian balita, jumlah kematian balita, angka kematian ibu, dan jumlah kematian 
ibu. Dalam FPK2PA untuk indikator kesehatan tidak dilihat dari angka kematian 
bayi, jumlah kematian bayi, angka harapan hidup, angka kematian balita, jumlah 
kematian balita, angka kematian ibu, dan jumlah kematian ibu, melainkan dilihat 
dari kondisi kesehatan korban kasus kekerasan sebelum dan setelah mendapatkan 
pelayanan dari FPK2PA, karena dalam FPK2PA terdapat layanan kesehatan yang 
memang tugasnya memberikan bantuan pelayanan medis yang dibutuhkan korban 
kasus kekerasan, melakukan pemeriksaan dan tindakan medis, perawatan, dan 
pemulihan kesehatan. 
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari M selaku 
koordinator layanan kesehatan yang menyatakan bahwa: 
“Korban memperoleh layanan secara medis melakukan pemeriksaan 
seperti misalnya korban memerlukan visum ya divisum, disesuaikan 
dengan kebutuhan pasien atau korban tersebut, atau bisa apabila ada pasien 
yang memerlukan layanan konseling kami juga menyediakan. Setelah 
adanya pemeriksaan dan sudah diketahui bagaimana kondisi korban 
apakah bisa pulang atau mondok, kemudian apabila korban ingin 
melanjutkan kasus ke ranah hukum, hasil dari pemeriksaan kami serahkan 
kepada polres untuk ditindaklanjuti” (CW-4, 09-03-2017) 
 
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
memberikan pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban 
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kasus kekerasan, dengan melakukan tindakan pemeriksaan, perawatan, sampai 
pemulihan kondisi kesehatan korban.  
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari M yang menyatakan 
bahwa: 
“Kalau dari segi kesehatan perubahan kondisi kesehatan pasti ada, 
misalnya kalau dia masuk kemarin ada kasus cidera kepala ringan, kalau 
masuk kemudian diberikan layanan kesehatan dijahit kepalanya, terus 
apabila memerlukan visum kami berikan layanan visum, pokoknya 
disesuaikan dengan kebutuhan korban, apabila korban dalam keadaan 
hamil kami juga akan memantau kondisi kehamilan korban sampai 
melahirkan, kemudian dipantau terus kesehatan korban sampai benar-
benar sembuh, keadaan ini otomatis ada perubahan” (CW-4, 09-03-2017)\ 
 
Selanjutnya RM juga menyatakan terkait kondisi korban kasus kekerasan 
setelah mendapatkan pendampingan kesehatan, RM menyatakan: 
“Kondisi kesehatan korban pasti mengalami perubahan, sebelum dan 
setelahnya menerima pelayanan dari layanan medis di RSUD Wonosari. 
Jadi korban yang melapor ke FPK2PA juga akan menerima pendampingan 
dari layanan medis untuk mengetahui gimana kondisi kesehatan korban, 
bentuk layanannya ya seperti yang pertama divisum, tergantung dari 
kondisi korban juga, kalau mengalami kekerasan seperti cidera harus 
sampai dironsen dan apabila hasil ronsen memerlukan operasi ya langsung 
segera dioperasi, kalau korban yang hamil akan dipantau kondisi 
kehamilannya sampai melahirkan, dan nanti bayi yang dilahirkan juga 
dipantau kesehatannya. Jadi ya perubahan-perubahan yang dialami korban 
pasti ada, setelah mendapat layanan dan pendampingan medis” (CW-1, 10-
03-2017) 
 
Sehingga dari hasil pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten 
Gunungkidul dapat memberikan perubahan terhadap kondisi korban kasus 
kekerasan dari sebelum dan sesudah mendapatkan pendampingan di antaranya 
yaitu kesehatan korban kasus kekerasan yang sudah mendapat penanganan dan 
perawatan dari layanan kesehatan akan terus dipantau kondisi kesehatannya 
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seperti yang terdapat dalam (CD-04 & 05, 14-04-2017), hal ini menunjukkan 
bahwa ada perubahan kondisi kesehatan korban sehingga korban dapat melakukan 
aktivitasnya kembali. 
c. Pendidikan 
Pendidikan merupakan modal dasar untuk mewujudkan sumber daya 
manusia berkualitas sebagai pelaku pembangunan dan hak dasar bagi warga 
negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan prinsip 
right based approach, melalui hal tersebut, maka upaya untuk memberikan 
pelayanan bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas di dalam setiap 
pembangunan. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Millenium (Milenium 
Development Goals, MDGs) dengan tekad untuk mewujudkan Education for All 
(EFA), yang di Indonesia kemudian disebut sebagai Pendidikan untuk Semua 
(PUS). Pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena 
masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat mewujudkan tiga hal, yaitu (1) 
dapat membebaskan dirinya dari kebodohan dan keterbelakangan, (2) mampu 
berpartisipasi dalam proses politik untuk mewujudkan masyarakat yang 
demokratis, dan (3) memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari 
kemiskinan. 
Indikator pendidikan yang terkait dalam analisis kesejahteraan sosial 
meliputi angka partisipasi sekolah (untuk anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 
16-18 tahun; angka partisipasi kasar (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket 
C), angka partisipasi murni (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket C), rata-
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rata lama sekolah, angka melek huruf, dan angka putus sekolah (SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket C). 
Dalam FPK2PA indikator pendidikan tidak dilihat dari lulusan tetapi 
dilihat dari kemandirian korban kasus kekerasan untuk melanjutkan 
pendidikannya setelah mendapatkan penanganan dari FPK2PA, karena melihat 
kondisi korban kasus kekerasan yang berbeda-beda, ada mereka yang mengalami 
trauma sehingga tidak ingin melanjutkan sekolahnya, kemudian ada yang harus 
pindah ke sekolah lain. Hal ini tentu akan mempengaruhi pendidikan korban, 
maka FPK2PA khususnya layanan sosial berperan untuk memberikan penguatan 
sosial dengan memfasilitasi sesuai kebutuhan korban, memberikan konseling 
kepada korban. 
Saudara N menyatakan tentang peranan FPK2PA dalam menangani 
kondisi pendidikan korban, N menyatakan bahwa: 
“Kondisi pendidikan korban merupakan tanggung jawab kami, pernah ada 
kasus yang menjadi korban anak kelas 3 SMP, pada saat itu dia akan ujian 
nasional. Disini kami berpikir harus melakukan penanganan meminta 
solusi kepada dinas pendidikan, sampai pada akhirnya anak tersebut dapat 
mengikuti ujian nasional. Kemudian apabila anak yang tidak bisa 
mengakses sekolah karena ada kasus, kemudian kita yang mengakeskan ke 
sekolah lain, sehingga anak tersebut dapat melanjutkan sekolah lagi” (CW-
5, 09-03-2017) 
 
Selanjutnya RM menyatakan terkait peranan FPK2PA dalam menangani 
kondisi korban kasus kekerasan, yang menyatakan bahwa: 
“Disini yang menjadi korban kebanyakan anak usia sekolah, SD, SMP, 
SMA, bahkan ada yang masih TK. Di FPK2PA korban akan mendapat 
pendampingan, kondisi korban itu berbeda-beda, ada yang mereka 
mengalami trauma sampai tidak mau melanjutkan sekolah. Kondisi yang 
seperti ini sudah menjadi tanggung jawab kami, untuk memberikan 
pendampingan, sampai korban dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. 
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Sejauh ini korban yang sudah menerima pendampingan dari kami, banyak 
yang sudah melanjutkan kembali ke dunia sekolah” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa FPK2PA berperan 
dalam mengatasi masalah pendidikan korban kasus kekerasan dan membantu 
korban dalam mengakses pendidikan, setelah mendapat pendampingan dari 
layanan sosial dan mendapatkan penguatan sosial, korban dapat melanjutkan 
pendidikannya kembali. 
Jadi dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Forum Perlindungan 
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul 
berperan terhadap peningkatkan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan. 
Terdapat indikator yang dapat mempresentasikan keberhasilan peranan FPK2PA 
terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yaitu pertama ekonomi, dengan melihat 
produktivitas dan kemandirian korban kasus kekerasan setelah menerima 
pedampingan dari FPK2PA. Kondisi korban kasus kekerasan setelah 
mendapatkan pendampingan dari FPK2PA terjadi perubahan yaitu adanya 
penguatan sosial sehingga korban dapat berinteraksi kembali dengan masyarakat 
dan melakukan aktivitasnya, kemudian korban menerima pelatihan keterampilan 
usaha dan bantuan modal usaha, hal ini tentu berpengaruh terhadap peningkatan 
pendapatan, kemandirian ekonomi dan produktivitas korban. Kedua kesehatan, 
dilihat dari kondisi fisik maupun psikis korban kasus kekerasan sebelum dan 
setelah mendapatkan pendampingan. Korban kasus kekerasan setelah mendapat 
pendampingan terjadi perubahan, sehingga korban dapat melakukan aktivitasnya 
kembali, karena di FPK2PA terdapat layanan kesehatan yang membantu korban 
kasus kekerasan dalam memulihkan kondisi kesehatan dengan memberikan 
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pelayanan medis, pemeriksaan, perawatan, pemulihan, dan pemantauan kesehatan. 
Ketiga pendidikan, dilihat dari kemandirian korban kasus kekerasan untuk 
melanjutkan pendidikannya setelah mendapatkan penanganan dari FPK2PA. Yang 
berperan di FPK2PA dalam menangani masalah pendidikan yaitu layanan sosial 
yang bertugas memberikan penguatan sosial kepada korban, kemudian membantu 
korban dalam mengakses pendidikan, dengan demikian korban kasus kekerasan 
dapat melanjutkan pendidikannya. 
9. Faktor Pendukung dan Penghambat 
a. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh beberapa 
faktor pendukung berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi selama di 
lapangan faktor pendukung berasal dari koordinasi anggota, kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia, kerjasama yang baik dengan instansi-instansi yang terlibat, 
sarana dan prasarana yang mendukung. Seperti yang disampaikan oleh RM selaku 
koordinator FPK2PA dari SKPD Pemberdayaan Perempuan yang menyatakan 
bahwa: 
“Faktor pendukung adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar 
anggota yang terlibat dalam FPK2PA sehingga sejauh ini apabila ada 
korban yang melaporkan kasus kekerasan dapat terselesaikan sesuai 
dengan apa yang diharapkan oleh si pelapor, kemudian sarana dan 
prasarana yang mendukung, dan adanya regulasi, terus kualitas sumber 
daya manusia yang mulai meningkat” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Kemudian yang didukung dengan pernyataan oleh AR selaku anggota 
FPK2PA yang menyatakan bahwa: 
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“Adanya koordinasi yang baik antar anggota, meningkatnya kualitas dan 
kuantitas sumber daya manusia yaitu anggota FPK2PA” (CW-2, 04-05-
2017) 
Selanjutnya pendapat terkait faktor pendukung disampaikan oleh GT 
selaku koordinator layanan hukum FPK2PA yang menyatakan bahwa: 
“Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi lain dalam 
penanganan kasus kekerasan, sehingga akan mempermudah dalam proses 
penanganan kasus, kemudian sarana prasarana, dan kasus-kasus kekerasan 
dapat terselesaikan” (CW-3, 05-04-2017) 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat M yang menyatakan bahwa: 
“Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang 
terlibat dalam penangan korban di forum, jadi saling mendukung misal 
dari layanan hukum membutuhkan bantuan kami untuk seperti tadi 
melakukan visum secara tiba-tiba, dari pihak kami pihak layanan 
kesehatan berusaha untuk memberikan layanan dengan menyediakan 
dokter, dan petugas lainnya untuk siap siaga apabila nanti pasien sudah 
datang ke rumah sakit” (CW-4, 09-03-2017) 
 
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung peranan Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap 
peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul dipengaruhi oleh kerjasama dan koordinasi anggota serta instansi-
instansi yang terlibat, sehingga akan mempermudah dalam proses penanganan 
kasus dan kasus dapat terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh korban. 
Selain itu faktor pendukung lainnya yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas 
sumber daya manusia, kualitas dan kuantitas disini yang dimaksud adalah anggota 
FPK2PA untuk dapat lebih memahami tugasnya masing-masing. Kemudian juga 
dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang mendukung FPK2PA Kabupaten 




b. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh beberapa 
faktor penghambat berdasarkan hasil wawancara, dan hasil observasi selama di 
lapangan, faktor penghambat berasal dari anggaran kebutuhan, budaya masyarakat 
masih kental, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan 
perempuan dan anak, seperti yang dituturkan oleh saudara MS yang menyatakan 
bahwa: 
“Faktor penghambat di antaranya yaitu budaya masyarakat yang masih 
sangat kental, seperti adanya anggapan bahwa apabila ada kasus kekerasan 
itu merupakan aib keluarga jadi kalau sampai terdengar oleh orang lain 
akan mencemarkan nama baik keluarga sehingga kesadaran mereka akan 
adanya FPK2PA itu masih kurang, ya walaupun sudah lebih meningkat 
dari tahun sebelumnya” (CW-1, 10-03-2017) 
Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil catatan lapangan V yang 
menyebutkan: 
“Saat kegiatan sosialisasi saya melihat masih banyak masyarakat yang 
belum paham tentang peranan FPK2PA, masih banyak yang menganggap 
bahwa apabila kasus kekerasan sampai terdengar oleh orang lain akan 
merusak aib keluarga. Hal ini mungkin juga karena masyarakat belum 
paham mengenai pendidikan hukum” ( CL-V, 23-01-2017) 
 
Kemudian AR selaku anggota FPK2PA juga menyatakan faktor 
penghambat lainnya yaitu: 
“Faktor penghambat yaitu  anggaran karena banyaknya kebutuhan tapi 
apabila anggarannya kurang kan bisa jadi penghambat” (CW-2, 04-05-
2017) 
 




“Faktor penghambat di antaranya masih ada masyarakat yang belum sadar 
akan pentingnya perlindungan pada perempuan dan anak, memang sudah 
mulai ada perkembangan mengenai hal ini, akan tetapi masih ada pastinya 
yang belum paham akan pendidikan hukum” (CW-3, 05-04-2017) 
 
Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 
penghambat peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan 
Anak (FPK2PA) terhadap peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul yaitu budaya masyarakat yang masih kental 
di sini yang dimaksud yaitu masyarakat masih menganggap bahwa kasus 
kekerasan merupakan aib keluarga yang jangan sampai orang lain mendengarnya, 
anggaran yang kurang dengan kebutuhan yang banyak, kemudian kesadaran 
masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak masih kurang, 
pemahaman akan peranan FPK2PA masih kurang, karena dipengaruhi juga oleh 
pendidikan hukum yang masih masih kurang. 
B. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 
dijelaskan sebagai berikut. 
1. Proses pengelolaan program Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Kabupaten Gunungkidul 
Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang mengatur secara sistematis baik 
itu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian dan 
pengembangan atau bahkan hingga evaluasi pada seluruh komponen dalam 
organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Sesuai dengan yang diutarakan oleh Muljani A. Nurhadi dalam Arikunto (2008:3) 
bahwa “manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa 
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proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam 
organisasi pendidikan, untuk mencari tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 
sebelumnya, agar lebih efektif dan efisien”. 
Pengelolaan program FPK2PA dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu: 
a. Perencanaan 
Menurut Hamzah (2006: 2), kegiatan perencanaan program merupakan 
kegiatan memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mendapatkan 
hasil yang diinginkan. Program yang direncanakan memerlukan berbagai teori 
untuk merancangnya agar rencana program yang disusun dapat memenuhi 
harapan dan tujuan program. Perencanaan yang dilakukan di Forum Perlindungan 
Korban Kasus Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul melalui 
rapat rutin koordinasi yang melibatkan dinas pemerintahan daerah, anggota 
FPK2PA, perwakilan dari masyarakat ada organisasi masyarakat (Ormas), tokoh 
agama (Toga), tokoh masyarakat (Tomas), dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang 
terkait. Untuk rapat perencanaan program yaitu membahas rencana kegiatan 
disesuaikan dengan prioritas kegiatan, pembagian tugas kerja, perencanaan 
anggaran, dan pengembangan program melihat pengalaman jumlah korban kasus 
kekerasan dari tahun sebelumnya. Untuk perencanaan program yang dikhususkan 
bagi korban kasus kekerasan dilaksanakan secara langsung oleh yang 
bersangkutan melibatkan FPK2PA sebagai mediator yang akan membuat 






Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi manajemen bukan hanya mengelola 
pelaksanaan program namun mencakup bagian yang luas meliputi manusia, uang, 
material dan waktu (Sihombing, 2000:67). Kegiatan pelaksanaan merupakan 
kegiatan implementasi dari kegiatan perencanaan. Kegiatan pelaksanaan ini yaitu 
seorang pendamping harus siap membantu korban kasus kekerasan ketika 
menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya, dalam melakukan 
pendampinganpun harus disesuaikan dengan kebutuhan korban kasus kekerasan 
dan harus adanya kerjasama antar anggota FPK2PA. 
Pelaksanaan program FPK2PA Kabupaten Gunungkidul meliputi beberapa 
prosedur yaitu korban atau pendamping dari korban datang ke Bidang 
Pemberdayaan Perempuan pada DP3AKBPM&D melaporkan kejadian yang 
menimpa korban dengan membawa identitas, dari keterangan korban petugas 
menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan korban, seperti layanan bidang 
Kesehatan dan Psikologi (kesehatan fisik dan/atau kesehatan jiwa) dirujuk ke 
RSUD Wonosari dan Puskesmas yang ditunjuk, layanan hukum akan dirujuk ke 
Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA) Polres, layanan bidang sosial 
dirujuk ke pedamping kerohanian sesuai agama yang dianut korban, jika 
membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke 







Kegiatan evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa banyak program 
yang dilaksanakan bermanfaat bagi peserta yang mengikuti program dan menjadi 
tolak ukur dalam menyusun program selanjutnya. Menurut Sudaryono (2012: 41), 
evaluasi program bertujuan untuk mengetahui pencapaian target program dan 
digunakan untuk menentukan seberapa jauh target program pengajaran tercapai. 
Tolak ukur dalam kegiatan evaluasi ini adalah tujuan yang sudah dirumuskan 
dalam tahap perencanaan kegiatan. Evaluasi program dalam Forum Perlindungan 
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul 
meliputi rapat koordinasi yang dilaksanakan rutin setiap dua bulan sekali dan 
disesuaikan dengan kebutuhan, rapat koordinasi dengan seluruh anggota FPK2PA 
selalu dilakukan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, kemudian ada 
evaluasi yang dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke lokasi FPK2PA 
yang ada di kecamatan dan desa yang selalu diagendakan setiap satu tahun sekali. 
Selain itu evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dalam forum yang 
memang sangat perlu, supaya lebih intensif dalam melakukan tugasnya masing-
masing. Adanya pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM 
secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 





2. Bentuk layanan yang diberikan kepada korban kasus kekerasan oleh 
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
di Kabupaten Gunungkidul 
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak merupakan 
forum yang mempunyai tugas memberikan pelayanan, perlindungan, 
menumbuhkan partisipasi, kepedualian, dan kepekaan masyarakat pada korban 
kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena perempuan memiliki peran 
dalam pembangunan suatu negara, dan anak generasi muda yang akan 
meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa 
mendatang. Sehingga perlu adanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak. 
Pemberdayaan perempuan merupakan upaya peningkatan kemampuan 
wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses 
dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-
sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Dengan membekali perempuan 
dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi 
agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang 
diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk 
mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih 
adil sesuai nilai kemanusiaan universal (Aritonang 2000: 142- 143). Sedangkan 
menurut pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan 
anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpastisipasi, secara optimal 
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sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. 
Untuk mewujudkan keberhasilan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak, maka Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan 
Anak memiliki ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban 
meliputi upaya pencegahan, pelayanan kepada korban kekerasan, rehabilitasi dan 
pemberdayaan terhadap korban kekerasan. Bentuk layanan yang diberikan kepada 
korban kasus kekerasan oleh Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan 
dan Anak (FPK2PA) di Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut. 
Layanan kesehatan bagi korban kasus kekerasan langkah yang paling 
utama adalah mengidentifikasi kebutuhan korban kasus kekerasan, karena peran 
utama dari layanan kesehatan adalah penanganan bagi korban kasus kekerasan 
yang memerlukan tindakan medis mulai dari pemeriksaan, perawatan, sampai 
pada pemulihan.  
Layanan psikologi memberikan layanan berupa konsultasi atau konseling 
psikis bagi korban kasus kekerasan, bilamana ada korban kasus kekerasan, 
terlebih dahulu korban mendapatkan pelayanan kesehatan, bila diperlukan melalui 
puskesmas dengan disertai keterangan visum, kemudian korban mendapatkan 
layanan konseling, berikutnya korban dirujuk untuk mendapatkan bimbingan 
spiritual. Setelah mendapat konseling dan bimbingan spiritual korban kemudian 
dirujuk lebih lanjut untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan di antaranya 
ke Rumah Sakit Umum, Kepolisian, dan lain-lain. 
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Layanan hukum mempunyai peran pendampingan pembelaan setiap proses 
penanganan hukum, membuat dan menerapkan pedoman penentuan dugaan tindak 
pidana kekerasan terhadap permpuan dan anak, menerima aduan kemudian 
memproses laporan, sebelum menindaklanjuti ke proses selanjutnya, dari layanan 
hukum memberikan rujukan ke layanan kesehatan untuk ditangani secara medis 
terlebih dahulu. Layanan hukum juga menyediakan informasi, konsultasi dan 
bantuan hukum bagi korban kasus kekerasan, dalam rangka pemulihan atau 
penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kasus 
kekerasan yang dilanggar. 
Layanan sosial berperan dalam pendampingan terhadap korban kasus 
kekerasan dengan membantu korban yang tidak diterima oleh masyarakat akan 
difasilitasi untuk mediasi, kemudian memberikan penguatan sosial dengan 
memfasilitasi kebutuhan korban. Selain itu layanan sosial ini termasuk dalam 
PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) yang didalam terdapat layanan 
bantuan baik itu lewat Panti atau lembaga-lembaga yang bantuannya dari 
Kementrian Sosial untuk anak-anak korban pelaku maupun saksi dan di 
Kementrian Sosial sebenarnya banyak sumber bantuan, seperti PKH itu salah satu 
bantuan dari kementrian sosial untuk anak-anak. 
Layanan ekonomi mempunyai peranan yaitu mengidentifikasi dan 
mendata korban yang membutuhkan pengutan ekonomi untuk direkomendasikan 
sesuai dengan minat dan kebutuhan korban, seperti pemberian pendidikan atau 
kursus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi korban 
melalui lembaga-lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan kewirusahaan dengan 
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bebas biaya. Setelah memperoleh pelatihan, layanan ekonomi melakukan 
pendampingan untuk membantu korban dalam mengembangkan usaha, serta 
melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan 
kemandirian korban. 
Bentuk-bentuk layanan yang ada di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
meliputi layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan hukum, layanan sosial, 
dan layanan ekonomi. Dari masing-masing layanan mempunyai tugas yang 
berbeda-beda, namun dalam menangani korban kasus kekerasan tetap saling 
bekerjasama. Selain itu, dalam memberikan layanan menyesuaikan kebutuhan 
atau persoalan yang dialami oleh korban kasus kekerasan. 
3. Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) terhadap peningkatkan kesejahteraan sosial korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul 
Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kududukan (status). Peranan 
lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses 
(Soekanto, 2002: 268-269). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan 
suatu peranan. Kemudian definisi kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012: 8) 
dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhan 
dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. 
Kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan , indikator 
yang digunakan adalah ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Detil perjelasan 
untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 
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a. Ekonomi  
Ekonomi merupakan indikator yang terkait dalam analisis kesejahteraan 
sosial yang meliputi presentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan 
keparahan kemiskinan, dan pendapatan perkapita. 
Dalam FPK2PA indikator yang digunakan tidak melihat pendapatan 
perkapita, melainkan indikator dilihat dari produktivitas korban kasus kekerasan 
setelah menerima pelayanan dari FPK2PA, karena FPK2PA mempunyai layanan 
ekonomi yang tugasnya memberikan pendampingan kepada korban kasus 
kekerasan berupa pelatihan ketrampilan dan memberikan modal usaha dengan 
tujuan untuk mensejahterakan dan menciptakan kemandirian ekonomi korban 
kasus kekerasan supaya lebih produktif. 
b. Kesehatan 
Sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tujuan 
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan 
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal. Kesehatan adalah salah satu faktor awal yang 
menentukan kualitas suatu bangsa. Indikator kesehatan yang terkait dalam analisis 
kesejahteraan sosial meliputi angka kematian bayi, jumlah kematian bayi, angka 
harapan hidup, angka kematian balita, jumlah kematian balita, angka kematian 
ibu, dan jumlah kematian ibu. 
Dalam FPK2PA untuk indikator kesehatan tidak dilihat dari angka 
kematian bayi, jumlah kematian bayi, angka harapan hidup, angka kematian 
balita, jumlah kematian balita, angka kematian ibu, dan jumlah kematian ibu, 
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melainkan dilihat dari kesehatan korban kasus kekerasan sebelum dan setelah 
mendapatkan pelayanan dari FPK2PA, karena dalam FPK2PA terdapat layanan 
kesehatan yang memang tugasnya memberikan bantuan pelayanan medis yang 
dibutuhkan korbam, melakukan pemeriksaan dan tindakan medis, perawatan, dan 
pemulihan kesehatan. 
c. Pendidikan 
Pendidikan merupakan modal dasar untuk mewujudkan sumber daya 
manusia berkualitas sebagai pelaku pembangunan dan hak dasar bagi warga 
negara. Dengan menggunakan prinsip right based approach, maka upaya untuk 
memberikan pelayanan bidang pendidikan menjadi salah satu tujuan prioritas di 
dalam setiap pembangunan. Indikator pendidikan yang terkait dalam analisis 
kesejahteraan sosial meliputi angka partisipasi sekolah (untuk anak usia 7-12 
tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun; angka partisipasi kasar (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA/Paket C), angka partisipasi murni (SD/MI, SMP/MTs, 
SMA/SMK/MA/Paket C), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan angka 
putus sekolah (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/Paket C). 
Dalam FPK2PA indikator pendidikan tidak dilihat dari lulusan tetapi 
dilihat dari kemandirian korban kasus kekerasan untuk melanjutkan 
pendidikannya setelah mendapatkan penanganan dari FPK2PA. 
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
memiliki peranan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus 
kekerasan, di antaranya yaitu: 
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Pertama ekonomi, dengan melihat produktivitas dan kemandirian korban 
kasus kekerasan setelah menerima pedampingan dari FPK2PA. Kondisi korban 
kasus kekerasan setelah mendapatkan pendampingan dari FPK2PA terjadi 
perubahan yaitu adanya penguatan sosial sehingga korban dapat berinteraksi 
kembali dengan masyarakat dan melakukan aktivitasnya, kemudian korban 
menerima pelatihan ketrampilan usaha dan bantuan modal usaha, hal ini tentu 
berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi dan 
produktivitas korban.  
Kedua kesehatan, dilihat dari kondisi korban kasus kekerasan sebelum dan 
setelah mendapatkan pendampingan mengalami perubahan secara fisik maupun 
psikis. Korban kasus kekerasan setelah mendapat pendampingan terjadi 
perubahan dari segi fisik maupun psikis, sehingga korban dapat melakukan 
aktivitasnya kembali, karena di FPK2PA terdapat layanan kesehatan yang 
membantu korban kasus kekerasan dalam memulihkan kondisi kesehatan dengan 
memberikan pelayanan medis, pemeriksaan, perawatan, pemulihan, dan 
pemantauan kesehatan. 
Ketiga pendidikan, dilihat dari kemandirian korban kasus kekerasan untuk 
melanjutkan pendidikannya setelah mendapatkan penanganan dari FPK2PA. Di 
FPK2PA yang berperan dalam menangani masalah pendidikan yaitu layanan 
sosial yang bertugas memberikan penguatan sosial kepada korban, kemudian 
membantu korban dalam mengakses pendidikan, dengan demikian korban kasus 
kekerasan dapat melanjutkan pendidikannya. 
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4. Faktor pendukung dan faktor penghambat Forum Perlindungan Korban 
Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam meningkatkan 
kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul 
Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) 
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul ada faktor pendukung dan faktor yang menghabat. Faktor tersebut 
dijelaskan sebagai berikut. 
Faktor pendukung peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatan kesejahteraan sosial 
korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh kerjasama 
dan koordinasi anggota serta instansi-instansi yang terlibat, sehingga akan 
mempermudah dalam proses penanganan kasus dan kasus dapat terselesaikan 
sesuai dengan yang diharapkan oleh korban. Selain itu faktor pendukung lainnya 
yaitu meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kualitas dan 
kuantitas disini yang dimaksud adalah anggota FPK2PA untuk dapat lebih 
memahami tugasnya masing-masing. Kemudian juga dipengaruhi oleh sarana dan 
prasarana yang mendukung FPK2PA Kabupaten Gunungkidul, sehingga akan 
lebih mudah dalam kegiatan pendampingan korban kasus kekerasan. 
Faktor penghambat peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatan kesejahteraan sosial 
korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebagaian anggota 
FPK2PA belum memahami tugasnya, budaya masyarakat yang masih kental disini 
yang dimaksud yaitu masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan 
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merupakan aib keluarga yang jangan sampai orang lain mendengarnya, anggaran 
yang kurang dengan kebutuhan yang banyak, kemudian kesadaran masyarakat 
akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak masih kurang, pemahaman 
akan peranan FPK2PA masih kurang, karena dipengaruhi juga oleh pendidikan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pengelolaan Program Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan 
Anak (FPK2PA) Kabupaten Gunungkidul meliputi : 
a. Perencanaan 
1) Perencanaan FPK2PA Kabupaten Gunungkidul melalui rapat rutin koordinasi 
yang melibatkan dinas pemerintahan daerah, anggota FPK2PA, perwakilan dari 
masyarakat ada organisasi masyarakat (Ormas), tokoh agama (Toga), tokoh 
masyarakat (Tomas), dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait. 
2)  Rapat perencanaan program yaitu membahas rencana kegiatan disesuaikan 
dengan prioritas kegiatan, pembagian tugas kerja, perencanaan anggaran, dan 
pengembangan program melihat pengalaman jumlah korban kasus kekerasan 
dari tahun sebelumnya. 
3) Perencanaan program yang dikhususkan bagi korban kasus kekerasan 
dilaksanakan secara langsung oleh yang bersangkutan melibatkan FPK2PA 
sebagai mediator yang akan membuat perencanaan dalam hal perumusan solusi 
yang tepat bagi kasus yang dialami oleh korban. 
b. Pelaksanaan 
Pelaksanaan program FPK2PA Kabupaten Gunungkidul meliputi beberapa 
prosedur yaitu korban atau pendamping dari korban datang ke Bidang 
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Pemberdayaan Perempuan pada DP3AKBPM&D melaporkan kejadian yang 
menimpa korban dengan membawa identitas, dari keterangan korban petugas 
menentukan jenis pelayanan yang dibutuhkan korban. 
c. Evaluasi/monitoring 
1) Rapat koordinasi penanganan kasus (kasuistis)  
2) Rapat koordinasi FPK2PA  
3) Rapat intern terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan;  
4) Melalui Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin 
dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan 
peningkatan pelayanan  
2. Bentuk layanan yang diberikan kepada korban kasus kekerasan oleh Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) di 
Kabupaten Gunungkidul yaitu layanan kesehatan, layanan psikologis, layanan 
hukum, layanan sosial, dan layanan ekonomi. Dari masing-masing layanan 
mempunyai tugas yang berbeda-beda, namun dalam menangani korban kasus 
kekerasan tetap saling bekerjasama. 
3. Peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 
(FPK2PA) terhadap peningkatkan kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan 
di Kabupaten Gunungkidul hasilnya yaitu: 
a. Ekonomi yaitu korban kembali produktif dan mandiri secara ekonomi setelah 
menerima pedampingan dari FPK2PA. 
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b. Kesehatan yaitu korban kasus kekerasan setelah mendapat pendampingan 
terjadi perubahan dari segi fisik maupun psikis, sehingga korban dapat 
melakukan aktivitasnya kembali. 
c. Pendidikan yaitu korban kasus kekerasan dapat mengakses sekolah dan 
melanjutkan pendidikannya. 
4. Faktor pendukung dan faktor penghambat Forum Perlindungan Korban 
Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) dalam meningkatkan 
kesejahteraan sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul 
a. Faktor pendukung peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan 
dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatan kesejahteraan sosial korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul dipengaruhi oleh kerjasama dan 
koordinasi anggota serta instansi-instansi yang terlibat, meningkatnya kualitas 
dan kuantitas sumber daya manusia (anggota FPK2PA) untuk dapat lebih 
memahami tugasnya masing-masing, kemudian sarana dan prasarana yang 
mendukung. 
b. Faktor penghambat peranan Forum Perlindungan Korban Kekerasan 
Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatan kesejahteraan sosial 
korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul yaitu budaya masyarakat 
yang masih kental, masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan 
merupakan aib keluarga, anggaran yang kurang dengan kebutuhan yang 
banyak, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan perempuan dan 
anak masih kurang, pemahaman akan peranan FPK2PA masih kurang, karena 
dipengaruhi juga oleh pendidikan hukum yang masih masih kurang. 
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B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian peranan Forum Perlindungan Korban 
Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap peningkatan kesejahteraan 
sosial korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul, maka dapat diajukan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. FPK2PA menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di desa dan 
siap membantu korban kasus kekerasan yang ada di pedesaan. 
2. Pemerintahan Desa menyediakan layanan/akses untuk memudahkan pihak 
korban kasus kekerasan dalam melaporkan kasus kekerasan ke FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul. 
3. Mengadakan sosialisasi lebih sering mengenai peranan Forum Perlindungan 
Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA), dan pentingnya 
perlindungan bagi perempuan dan anak dengan sasaran masayarakat dan 
pelajar, guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat sehingga 
dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
4. Adanya pelatihan yang terjadwal untuk anggota FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sehingga 
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Lampiran 2: Keterangan Penelitian dari Pemerintah Kab. Gunungkidul 
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Lampiran 3 : Pedoman Observasi 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
PERANAN FPK2PA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
KORBAN KASUS KEKERASAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL 
No Pernyataan Deskripsi (x/√) 
1 Lokasi dan keadaan tempat penelitian 
a. Letak dan tempat 
b. Kondisi Bangunan dan Fasilitas 
√ 
 
2 Sejarah Berdirinya 
a. Latar Belakang 
√ 
 




4 Sarana dan Prasarana √ 











7 Peranan FPK2PA terhadap Peningkatan 
Kesejahteraan Sosial Korban Kasus 



































Lampiran 4 : Pedoman Dokumentasi 
 
PEDOMAN DOKUMENTASI 
1. Berupa Catatan/Arsip Tertulis 
a. Profil FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
b. Sejarah, Visi dan Misi berdirinya FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
c. SK FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
d. SOP FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
e. Data korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul 
f. Sarana dan prasarana yang dimiliki FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
2. Foto 
a. Sarana dan prasarana yang dimiliki FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
b. Kondisi rumah korban kasus kekerasan 

























1 Gedung Kantor √  Baik 
2 Mushola √  Baik 
3 Ruang Tamu dan Ruang Tunggu √  Baik 
4 Filing Kabinet √  Baik 
5 Bebas biaya untuk mendapat 
layanan di FPK2PA 
√  Baik 
6 Ruang Rapat √  Baik 
7 Gedung UPPA (Unit 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak) 



















Lampiran 5 : Pedoman Wawancara 
 
Pedoman Wawancara I 
Untuk SKPD Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Gunungkidul 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Usia : 
4. Pendidikan: 
5. Pekerjaan : 
6. Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Bagaimana sejarah berdirinya FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa Visi, Misi dan tujuan berdirinya FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
3. Kegiatan apa sajakah yang ada di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
4. Apa sajakah peran SKPD Pemberdayaan Perempuan dalam kegiatan FPK2PA 
di Kabupaten Gunungkidul? 
5. Apa sajakah tugas SKPD Pemberdayaan Perempuan dalam kegiatan FPK2PA 
di Kabupaten Gunungkidul? 
6. Bagaimana upaya yang dilakukan SKPD Pemberdayaan Perempuan dalam 
menangani korban kasus kekerasan? 
7. Bagaimana kondisi ekonomi korban kasus kekerasan sebelum dan sesudah 
mendapatkan pendampingan dari FPK2PA?  
8. Bagaimana kondisi pendidikan korban kasus kekerasan sebelum dan sesudah 
mendapatkan pendampingan dari FPK2PA? 
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9. Menurut anda bagaimana kondisi kesehatan korban kasus kekerasan sebelum 
dan setelah menerima layanan di FPK2PA? 
10. Bagaimana perencanaan program layanan yang dilaksanakan di FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul? 
11. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses perencanaan program pelayanan 
FPK2PA? 
12. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan yang dilakukan 
tersebut? 
13. Bagaimana evaluasi program FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul? 
14. Bagaimana evaluasi program FPK2PA? 
15. Bagaimana perencanaan program FPK2PA dalam upaya menangani korban 
kasus kekerasan? 
16. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? 
17. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
18. Bagaimana pendapat anda terkait dengan pelayanan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan? 
19. Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan program FPK2PA terhadap 
peningkatan kesejahteraan korban kasus kekerasan? 
20. Apa saja upaya yang ditempuh demi mengoptimalkan terkait penanganan 











Pedoman Wawancara II 
Untuk (Ketua FPK2PA)  
Pengelolaan Program FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas diri 
1 Nama : 
2 Jabatan : 
3 Usia : 
4 Pendidikan: 
5 Pekerjaan : 
6 Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Bagaimana sejarah berdirinya FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa Visi, Misi dan tujuan berdirinya FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
3. Kegiatan apa sajakah yang ada di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
4. Berapa jumlah pengelola FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
5. Apa sajakah bentuk layanan yang ada di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul? 
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh FPK2PA dalam menangani korban 
kasus kekerasan? 
7. Apakah sudah optimal upaya yang dilakukan oleh FPK2PA dalam menangani 
korban kasus kekerasan? 
8. Bagaimana kondisi ekonomi korban kasus kekerasan sebelum dan sesudah 
mendapatkan penanganan dari FPK2PA? 
9. Bagaimana kondisi pendidikan korban kasus kekerasan sebelum dan sesudah 
mendapatkan penanganan dari FPK2PA? 
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10. Bagaimana kondisi kesehatan korban kasus kekerasan sebelum dan setelah 
menerima layanan di FPK2PA? 
11. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak 
12. Bagaimana perencanaan program layanan yang dilaksanakan di FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul? 
13. Siapa sajakah yang terlibat dalam proses perencanaan program pelayanan 
FPK2PA? 
14. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan yang dilakukan 
tersebut? 
15. Bagaimana evaluasi program FPK2PA di Kabupaten Gunungkidul? 
16. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
17. Apa saja yang dilakukan untuk mengoptimalkan peranan FPK2PA dalam 













Pedoman Wawancara III 
Untuk Layanan Hukum (UPPA Polres Wonosari) 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Usia  : 
4. Pendidikan : 
5. Pekerjaan : 
6. Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Apa sajakah peran layanan hukum dalam menangani korban kasus kekerasan 
di Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa sajakah bentuk-bentuk jaminan perlindungan dari layanan hukum dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
3. Seperti apa teknis layanan hukum yang diberikan kepada korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
4. Bagaimana upaya yang dilakukan layanan hukum dalam menangani korban 
kasus kekerasan? 
5. Biasanya memerlukan waktu berapa lamakah dalam melakukan perlindungan 
terhadap korban kasus kekerasan? 
6. Bagaimana kondisi korban kasus kekerasan sebelum dan setelah menerima 
layanan dari FPK2PA? 
7. Bagaimana kondisi kesehatan korban kasus kekerasan sebelum dan setelah 
menerima layanan dari FPK2PA? 
8. Apakah layanan hukum yang diberikan sudah efektif? 
9. Bagaimana evaluasi program FPK2PA? 
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10. Bagaimana perencanaan program FPK2PA dalam upaya menangani korban 
kasus kekerasan? 
11. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? 
12. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
13. Bagaimana pendapat anda terkait dengan keberhasilan pelayanan hukum 
dalam menangani korban kasus kekerasan? 
14. Apa saja upaya yang ditempuh demi mengoptimalkan terkait penanganan 























Pedoman Wawancara IV 
Untuk Layanan Medis (RSUD Wonosari) 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Usia  : 
4. Pendidikan : 
5. Pekerjaan : 
6. Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Apa sajakah peran layanan medis dalam menangani korban kasus kekerasan 
di Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa sajakah bentuk-bentuk jaminan perlindungan dari layanan medis yang 
diberikan dalam menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul? 
3. Seperti apa teknis layanan medis yang diberikan kepada korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
4. Bagaimana upaya yang dilakukan layanan medis dalam menangani korban 
kasus kekerasan? 
5. Biasanya memerlukan waktu berapa lamakah dalam melakukan perlindungan 
terhadap korban kasus kekerasan? 
6. Bagaimana kondisi kesehatan korban kasus kekerasan sebelum dan setelah 
menerima layanan medis apakah mengalami perubahan? 
7. Apakah layanan medis yang diberikan sudah efektif? 
8. Bagaimana evaluasi program FPK2PA? 




10. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? 
11. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
12. Bagaimana pendapat anda terkait dengan keberhasilan pelayanan medis 
dalam menangani korban kasus kekerasan? 
13. Apa saja upaya yang ditempuh demi mengoptimalkan terkait penanganan 


















Pedoman Wawancara V 
Untuk Layanan Sosial (Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul) 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Usia : 
4. Pendidikan: 
5. Pekerjaan : 
6. Alamat : 
II. Tugas Layanan Sosial di FPK2PA Kabupaten Gunungkidul 
1. Apa sajakah peran layanan sosial dalam menangani korban kasus kekerasan 
di Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa sajakah bentuk-bentuk jaminan perlindungan dari layanan sosial yang 
diberikan dalam menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul? 
3. Seperti apa teknis layanan sosial yang diberikan kepada korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
4. Upaya apa sajakah yang dilakukan layanan sosial dalam menangani korban 
kasus kekerasan? 
5. Biasanya memerlukan waktu berapa lamakah dalam melakukan perlindungan 
terhadap korban kasus kekerasan? 
6. Menurut anda bagaimana kondisi korban kasus kekerasan dan keluarga 
korban dilihat dari segi pendidikan, dan ekonomi? 
7. Bagaimana kondisi pendidikan korban kasus kekerasan sebelum dan setelah 
menerima penanganan dari FPK2PA? 
8. Apakah setelah korban kasus kekerasan mengikuti jaminan perlindungan dari 
layanan sosial mengalami perubahan?  
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9. Apakah layanan sosial yang diberikan sudah efektif? 
10. Bagaimana evaluasi program FPK2PA? 
11. Bagaimana perencanaan program FPK2PA dalam upaya menangani korban 
kasus kekerasan? 
12. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? 
13. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
14. Bagaimana pendapat anda terkait dengan keberhasilan pelayanan sosial dalam 
menangani korban kasus kekerasan? 
15. Apa saja upaya yang ditempuh demi mengoptimalkan terkait penanganan 





















 Pedoman Wawancara VI 
Untuk Layanan Psikolog 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Usia : 
4. Pendidikan: 
5. Pekerjaan : 
6. Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Apa sajakah peran layanan psikolog dalam menangani korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
2. Apa sajakah bentuk-bentuk jaminan perlindungan dari layanan psikolog yang 
diberikan dalam menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul? 
3. Seperti apa teknis layanan psikolog yang diberikan kepada korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
4. Upaya apa sajakah yang dilakukan layanan psikolog dalam menangani korban 
kasus kekerasan? 
5. Biasanya memerlukan waktu berapa lamakah dalam melakukan perlindungan 
terhadap korban kasus kekerasan? 
6. Menurut anda bagaimana kondisi kesehatan korban kasus kekerasan sebelum 
dan setelah menerima layanan psikolog apakah mengalami perubahan? 
7. Apakah layanan psikolog yang diberikan sudah efektif? 
8. Bagaimana evaluasi program FPK2PA? 




10. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? 
11. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
12. Bagaimana pendapat anda terkait dengan keberhasilan pelayanan psikolog 
dalam menangani korban kasus kekerasan? 
13. Apa saja upaya yang ditempuh demi mengoptimalkan terkait penanganan 


















Pedoman Wawancara VII 
Untuk Layanan Ekonomi 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama : 
2. Jabatan : 
3. Usia : 
4. Pendidikan: 
5. Pekerjaan : 
6. Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Apa sajakah peran layanan ekonomi dalam menangani korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
2. Seperti apa teknis layanan ekonomi yang diberikan kepada korban kasus 
kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan layanan ekonomi dalam menangani 
korban kasus kekerasan? 
4. Apakah layanan ekonomi yang diberikan sudah efektif? 
5. Bagaimana evaluasi program FPK2PA? 
6. Bagaimana perencanaan program FPK2PA dalam upaya menangani korban 
kasus kekerasan? 
7. Apakah FPK2PA sering mengadakan program sosialisasi baik dalam bentuk 
pamflet/seminar/sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak untuk 
mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak? 
8. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung peranan FPK2PA dalam 
menangani korban kasus kekerasan di Kabupaten Gunungkidul? 
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9. Bagaimana pendapat anda terkait dengan keberhasilan pelayanan ekonomi 
dalam menangani korban kasus kekerasan? 
10. Apa saja upaya yang ditempuh demi mengoptimalkan terkait penanganan 





















Pedoman Wawancara VIII 
Untuk Keluarga/Pendamping Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul 
 
Hari, tanggal : 
Waktu  : 
Tempat : 
I. Identitas Diri 
1. Nama  : 
2. Usia  : 
3. Pendidikan : 
4. Pekerjaan : 
5. Alamat : 
II. Pertanyaan Wawancara 
1. Apa sajakah bentuk jaminan layanan perlindungan yang sudah diberikan oleh 
FPK2PA? 
2. Bagaimana teknis jaminan layanan perlindungan yang sudah diberikan oleh 
FPK2PA? 
3. Dari segi psikis/mental peranan yang diberikan FPK2PA dalam bentuk 
seperti apa? 
4. Dari segi sosial peranan yang diberikan FPK2PA dalam bentuk seperti apa? 
5. Dari segi medis peranan yang diberikan FPK2PA dalam bentuk seperti apa? 
6. Dari segi hukum pernanan yang diberikan FPK2PA dalam bentuk seperti 
apa? 
7. Menurut anda apakah pelayanan yang diberikan oleh FPK2PA sudah sesuai 
dengan kebutuhan? 
8. Apakah anda dilibatkan dalam perencanaan program di FPK2PA? 
9. Apakah sudah efektif layanan yang diberikan oleh FPK2PA? 
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10. Bagaimana pendapat atau tanggapan anda terkait layanan perlindungan yang 
diberikan oleh FPK2PA? 
11. Apa ada manfaat setelah mengikuti layanan dari FPK2PA? 
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Lampiran 6 : Catatan Lapangan 
 
CATATAN LAPANGAN  
Nomor  : I 
Hari, tanggal : Kamis, 13 Oktober 2016 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.30 WIB 
Tempat : SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Gunungkidul 
Kegiatan : Observasi Awal 
Deskripsi : 
Pada hari ini, peneliti secara langsung datang ke SKPD Pemberdayaan 
Perempuan yang beralamatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa 
(DP3AKBPM&D) Komplek Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Kab. 
Gunungkidul. Sebelumnya peneliti sudah pernah mengikuti kegiatan FPK2PA 
ketika peneliti sedang mengikuti PPL (Praktek Pengalaman Lapangan) di 
BPMPKB yang sekarang diganti nama menjadi DP3AKBPM&D. Pihak 
DP3AKBPM&D memperkenankan observasi langsung tanpa harus menggunakan 
surat pengantar dari kampus. 
Peneliti disambut ramah oleh Ibu “R” yang merupakan ketua SKPD 
Pemberdayaan Perempuan, kemudian peneliti menyampaikan maksud dan tujuan 
datang ke SKPD Pemberdayaan Perempuan. Ibu “R” langsung menyambut 
dengan baik maksud dan tujuan peneliti, dan bersedia membantu peneliti. Ibu “R” 
juga menyampaikan beberapa informasi terkait dengan kegiatan yang ada dalam 
forum perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak (FPK2PA), bentuk 
layanan, permasalahan apa saja yang ada di Kabupaten Gunungkidul, sebab dan 
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akibat terjadinya kekerasan. Informasi yang disampaikan oleh Ibu “R” sangat 
membantu peneliti dalam kegiatan observasi awal ini. 
Dari hasil pengamatan awal peneliti dapat memahami bahwa perempuan 
dan anak memiliki peranan yang sangat penting dalam segala aspek 
pembangunan, baik pembangunan kemasyarakatan, politik, berbangsa dan 
bernegara, untuk itu kita harus mampu mendalami perempuan dan anak, serta 
menyikapi berbagai permasalahan,  berikut  tantangan  ke depan,  dan tentunya 
juga harus mampu mengatasi permasalahan dimaksud dengan arif dan bijaksana 
serta memahami tindakan hukum yang harus diambil khususnya bagi pelaku 
tindak kekerasan dan perlindungan apa saja yang harus dilakukan bagi korban 

















Nomer  : II 
Hari, tanggal : Selasa, 1 November 2016 
Waktu  : 10.00 WIB – 11.00 WIB 
Tempat : SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Gunungkidul 
Kegiatan : Observasi Lanjutan 
Deskripsi : 
Pada hari ini peneliti kembali datang ke SKPD Pemberdayaan 
Perempuan untuk lebih mendalami FPK2PA. Kali ini peneliti bertemu dengan Ibu 
“Ar” salah satu anggota FPK2PA dari layanan hukum yang kebetulan sedang 
melakukan laporan kasus baru di SKPD Pemberdayaan Perempuan. Ibu “Ar” 
menceritakan kasus yang baru terjadi kepada peneliti. Hal ini memberikan 
informasi baru bagi peneliti. 
Dalam pertemuan kali ini, peneliti bermaksud untuk mengadakan 
observasi lanjutan untuk penyusunan proposal penelitian. Peneliti langsung 
menyampaikan maksud dan tujuan secara resmi kepada Ibu “R” selaku ketua 
SKPD Pemberdayaan Perempuan. Oleh beliau, peneliti disambut dengan baik dan 
diperkenankan untuk meneliti FPK2PA Kabupaten Gunungkidul. Peneliti mulai 
mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, pertanyaan yang 
diajukan peneliti masih berfokus pada deskrispsi forum itu sendiri. Ibu “R” selaku 
pengurus menyampaikan kendala-kendala atau permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh forum selama ini. Salah satu permasalahannya adalah mengenai 
peranan FPK2PA. Banyak masyarakat yang belum mengetahui peran dan fungsi 
dari FPK2PA, padahal jika masyarakat luas mengetahui ada forum yang 
menangani permasalahan perempuan dan anak dapat memberikan layanan untuk 
para korban kekerasan perempuan dan anak yang nantinya diharapkan dapat 
mengurangi pula angka kekerasan pada perempuan dan anak di Kab. 
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Gunungkidul. Secara keseluruhan Ibu “R” memberikan gambaran permasalahan 
di FPK2PA secara jelas dan informasi tersebut sangat membantu peneliti untuk 























Nomer  : III 
Hari, tanggal : Senin, 14 November 2016 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : DP3AKBPM&D 
Kegiatan : Observasi Lanjutan 
Deskripsi : 
Pada hari ini peneliti melakukan observasi lanjut ke DP3AKBPM&D 
untuk bertemu dengan Kepala DP3AKBPM&D Bapak “Sj” yang juga berperan 
sebagai ketua FPK2PA Kab. Gunungkidul. Dalam observasi kali ini peneliti 
mencoba menggali informasi yang lebih dalam tentang FPK2PA Kab. 
Gunungkidul dengan berlandasakan informasi yang telah disampaikan oleh Ibu 
“R” sebelumnya. 
Untuk memperdalam informasi peneliti mengajukan pertanyaan yang 
sama tentang FPK2PA Kab. Gunungkidul. Dari Bapak “Sj” diperoleh tambahan 
informasi bahwa FPK2PA Kab. Gunungkidul mencoba dan selalu berusaha untuk 
melakukan perlindungan kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Bapak 
“Sj” juga memberikan informasi bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di 
Kab. Gunungkidul semakin meningkat, hal ini beliau temui dari kasus-kasus yang 
ditangani oleh FPK2PA Kab. Gunungkidul. Dari hasil informasi yang 
disampaikan oleh Bapak “Sj” akan digunakan peneliti untuk memperkuat data 
penelitian. 
Dalam kesempatan kali ini juga peneliti menyampaikan rencana 
penelitian yang akan dilakukan dengan mengambil FPK2PA Kab. Gunungkidul 
sebagai obyek penelitian. Sambutan baik diberikan oleh Bapak “Sj” dengan 
mempersilahkan peneliti untuk melakukan penelitian di forum yang Bapak “Sj” 
pimpin. Peneliti diperkenankan melakukan penelitian dan mengambil data 
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penelitian setelah menyerahkan proposal penelitian dan surat izin dari Dinas 























Nomer  : IV 
Hari, tanggal : Jumat, 23 Desesmber 2016 
Waktu  : 09.30 WIB 
Tempat : DP3AKBPM&D 
Kegiatan : Menyampaikan Rencana Penelitian 
Deskripsi : 
Pada hari ini peneliti kembali berkunjung ke DP3AKBPM&D dengan 
maksud untuk menyampaikan rencana penelitian yang akan di lakukan di 
FPK2PA Kab. Gunungkidul. Peneliti kembali bertemu dengan Bapak “Sj” dan Ibu 
“R” selaku koordinator di FPK2PA Kab. Gunungkidul.  
Kepada Bapak “Sj” dan Ibu “R”, peneliti menjelaskan mengenai rencana 
penelitin yang akan mengambil FPK2PA Kab. Gunungkidul sebagai tempat 
penelitian. Peneliti juga menjelaskan bahwa fokus penelitian yang peneliti pilih 
adalah berkaitan dengan peranan yang dilakukan oleh FPK2PA Kab. 
Gunungkidul. Fokus penelitian ini berdasarkan atas informasi-informasi yang 
telah peneliti dapatkan sebelumnya. Bapak “Sj” dan Ibu “R” kembali menyambut 
dengan baik dan mempersilahkan peneliti untuk melakukan penelitian di FPK2PA 
Kab. Gunungkidul dengan catatan jika ingin mengambil data-data penelitian yang 
terkait dengan forum maka peneliti harus membawa surat izin resmi terlebih 
dahulu. Karena untuk mendapatkan surat izin penelitian harus melalui proses 
penyusunan proposal terlebih dahulu, maka peneliti menyampaikan bahwa 
penelitian tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Peneliti menyampaikan 
maksud jika penelitian akan dilaksanakan pada Bulan Februari setelah 








Nomer  : V 
Hari, tanggal : Senin, 23 Januari 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : SKPD Pemberdayaan Perempuan 
Kegiatan : Persiapan untuk penelitian 
Deskripsi : 
Pada hari ini, peneliti datang kembali ke SKPD Pemberdayaan 
Perempuan untuk persiapan menuju penelitian. Peneliti membawa proposal 
skripsi, dengan tujuan ingin menyampaikan kepada ibu “R” terkait fokus 
penelitian yang akan diteliti. Ibu “R” memberikan informasi siapa saja pihak yang 
bisa dihubungi oleh peneliti untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data 
ketika penelitian. Untuk memperdalam masalah dan memperkuat proposal 
penelitian, peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang ditunjukan 
kepada Ibu “R”. Kali ini peneliti lebih fokus menanyakan tentang peranan dari 
masing-masing bidang, dan juga peneliti menanyakan alur pelayanan yang ada di 
FPK2PA Kab. Gunungkidul.  
Pada hari ini peneliti juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam 
kegiatan FPK2PA yaitu Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa 
Bleberan Kec. Paliyan. Perempuan dan anak memiliki peranan yang sangat 
penting dalam segala aspek pembangunan, untuk itu kita harus mampu mendalami 
perempuan dan anak  dan tentunya juga harus mampu mengatasi permasalahan 
yang dialami oleh perempuan dan anak serta memahami tindakan hukum yang 
harus diambil khususnya bagi pelaku tindak kekerasan dan perlindungan apa saja 




Saat kegiatan sosialisasi saya melihat masih banyak masyarakat yang 
belum paham tentang peranan FPK2PA, masih banyak yang menganggap bahwa 
apabila kasus kekerasan sampai terdengar oleh orang lain akan merusak aib 
































Nomer  : VI 
Hari, tanggal : Kamis, 2 Maret 2017 
Waktu  : 11.00 WIB – 12.00 WIB 
Tempat : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu & DP3AKBPM&D 
Kegiatan : Penyerahan Proposal dan Surat Izin Penelitian 
Deskripsi : 
Hari ini peneliti datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
Kab. Gunungkidul dengan tujuan mengurus surat izin penelitian di FPK2PA Kab. 
Gunungkidul. Kemudian setelah itu peneliti menyerahkan surat perizinan kepada 
pihak-pihak yang menjadi subyek dalam penelitian. 
Pertama peneliti menyerahkan surat kepada BAPPEDA Kab. 
Gunungkidul, kemudian kepada Badan KESBANGPOL Kab. Gunungkidul, dan 
yang terakhir kepada DP3AKBPM&D Kab. Gunungkidul yang diserahkan 
langsung kepada Bapak “Sj” selaku kepala DP3AKBPM&D dan ketua FPK2PA 
Kab. Gunungkidul. Bapak “Sj” kembali menerima peneliti secara terbuka, Bapak 
“Sj” kemudian meminta proposal dan surat izin penelitian yang peneliti bawa. 
Bapak “Sj” memberikan tawaran untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan 
data penelitian, Bapak “Sj” juga berjanji akan menyediakan data penelitian yang 
dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian peneliti diperkenankan untuk datang minggu 
depan agar bisa langsung mengambil data yang dibutuhkan, subyek penelitian 










Nomer  : VII 
Hari, tanggal : Kamis, 9 Maret 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 11.00 WIB 
Tempat : RSUD Wonosari dan Dinas Sosial  
Kegiatan : Wawancara dengan Layanan Kesehatan & Layanan Sosial 
FPK2PA Kab. Gunungkidul 
Deskripsi : 
Hari ini adalah pengambilan data melalui wawancara yang 
pertamakalinya setelah mengantongi surat izin penelitian secara resmi. Peneliti 
mewawancarai Ibu “M” dari layanan kesehatan. Sebelumnya peneliti sudah 
menghubungi Ibu “M” terlebih dahulu supaya peneliti dapat mewawancari Ibu 
“M” tanpa mengganggu waktu kerjanya.  
Wawancara pertama kali peneliti lakukan dengan Ibu “M” sebagai 
subyeknya. Wawancara dilakukan secara santai namun tetap terarah dengan tetap 
berpacu pada pedoman penelitian yang telah peneliti siapkan sebelumnya. Untuk 
mencairkan suasana peneliti tidak langsung menanyakan mengenai peranan 
layanan kesehatan di FPK2PA Kab. Gunungkidul namun wawancara dimulai 
dengan percakapan ringan agar wawancara tetap berjalan dengan santai. Peneliti 
mulai mengajukan beberapa pertanyaan tentang bagaimana peran layanan 
kesehatan di FPK2PA dalam melayani para korban. 
Kemudian peneliti berkesempatan melihat dan mengamati proses 
pendampingan kesehatan yang sebelumnya sudah mendapat ijin dari pihak 
korban. Korban sedang memeriksakan kondisi kehamilannya yang sudah berusia 
3 bulan. Layanan kesehatan memberikan pendampingan dan terus memantau 
kondisi kesehatan korban sampai melahirkan. 
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Setelah peneliti melakukan wawancara dengan layanan medis, 
selanjutnya peneliti melakukan wawancara ke layanan sosial dimulai pukul 10.00 
WIB. Peneliti datang langsung ke dinas sosial, di dinas sosial peneliti disambut 
dengan baik oleh para pegawai. Di dinas sosial, peneliti diberikan kesempatan 
untuk mewawancari Ibu “N” selaku anggota pekerja sosial yang memang 
memiliki tugas dibagian layanan sosial di FPK2PA.  Peneliti disini fokus 
wawancara mengenai peranan dari layanan sosial di FPK2PA, Ibu “N” menjawab 
semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, bahkan ibu “N” menawarkan 
peneliti untuk ikut berkunjung ke salah satu rumah korban kekerasan. Hal ini 
tentu sangat membantu peneliti. Setelah dirasa cukup peneliti mengucapkan 
























Nomer  : VIII 
Hari, tanggal : Kamis, 10 Maret 2017 
Waktu  : 08.00 WIB – 09.00 WIB 
Tempat : DP3AKBPM&D Kab. Gunungkidul 
Kegiatan : Observasi dan Wawancara dengan SKPD Pemberdayaan 
Perempuan Kab. Gunungkidul 
Deskripsi : 
Pada hari kamis, 10 Maret 2017 peneliti datang ke DP3AKBPM&D 
untuk melakukan wawancara dengan kepala SKPD Pemeberdayaan Perempuan 
selaku koordinator kegiatan FPK2PA. Peneliti memulai wawancara pada pukul 
08.10 WIB dengan Ibu “R”. Dalam hal ini peneliti fokus pada peranan SKPD 
Pemberdayaan Perempuan di FPK2PA dan pengelolaan FPK2PA yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Saat berada di ruang SKPD 
Pemberdayaan Perempuan DP3AKBPM&D peneliti melihat bagan prosedur 
pelaksanaan program  FPK2PA Kabupaten Gunungkidul yang ditempel di 
dinding. Dari bagan tersebut peneliti dapat mengamati urutan pelaksanaan 
program FPK2PA Kabupaten Gunungkidul, mulai dari korban atau pendamping 
datang ke SKPD Pemberdayaan Perempuan untuk melaporkan kasus, sampai 
korban mendapatkan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya.  
Kemudian pada pukul 09.30 WIB peneliti diperkenankan untuk 
mengikuti rapat koordinasi FPK2PA yang memang rutin dilaksanakan setiap dua 
bulan sekali. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi program 
FPK2PA dan pembuatan perencanaan program FPK2PA dengan melihat jumlah 
korban dari tahun sebelumnya. Yang terlibat dalam rapat koordinasi yaitu seluruh 
anggota FPK2PA. Setelah peneliti merasa sudah cukup, kemudian peneliti 
mengucapkan terima kasih dan berpamitan. 
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CATATAN LAPANGAN IX 
 
Nomer  : IX 
Hari, tanggal : Senin, 3 April 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : SKPD Pemberdayaan Perempuan 
Kegiatan : Observasi dan Wawancara dengan Layanan Psikologi FPK2PA 
Deskripsi : 
Pada hari senin, 3 April 2017 peneliti kembali lagi ke SKPD 
Pemberdayaan Perempuan untuk menemui Ibu “A” dari layanan psikologi, yang 
sebelumnya peneliti sudah membuat janji. Peneliti memulai wawancara pada 
pukul 09.15 WIB. Dalam wawancara kali ini peneliti fokus pada peranan layanan 
psikologi, upaya yang dilakukan layanan psikologi dalam menangani korban 
kasus kekerasan. 
Pada kesempatan ini peneliti melihat ada korban yang sedang 
melakukan konsultasi psikologi, peneliti diijinkan mengambil foto sebagai 
dokumentasi kegiatan layanan psikologi, tapi peneliti tidak diijinkan untuk 
mengikuti kegiatan konsultasi tersebut. Setelah dirasa cukup, peneliti tidak lupa 














Nomer  : X 
Hari, tanggal : Rabu, 5 April 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : UPPA Kab. Gunungkidul 
Kegiatan : Wawancara dengan Layanan Hukum FPK2PA 
Deskripsi : 
Pada hari rabu, 3 April 2017 peneliti telah membuat janji dengan 
layanan hukum FPK2PA Kab. Gunungkidul. Pada hari ini peneliti berkepentingan 
untuk mewawancari Bapak “G” selaku koordinator UPPA (Unit Perlindungan 
Perempuan dan Anak) Kab. Gunungkidul. Peneliti memulai wawancara pada 
pukul 09.10 WIB, dalam hal ini peneliti fokus terhadap peranan layanan hukum di 
FPK2PA dan disini peneliti juga meminta data korban kasus kekerasan di Kab. 
Gunungkidul untuk melengkapi data penelitian.  
Ketika sedang melakukan wawancara dengan Bapak “G” tiba-tiba ada 
yang berkunjung ke UPPA yang ternyata merupakan keluarga korban kekerasan 
yang akan melapor kasus kekerasan. Disini peneliti mendapat kesempatan untuk 
mengamati akan tetapi peneliti tidak bisa mengikuti proses penanganan karena 
bersifat tertutup, hal ini merupakan bentuk perlindungan dari layanan hukum 
untuk tidak melibatkan orang luar dalam proses penanganan kasus. Setelah dirasa 











Nomer  : XI 
Hari, tanggal : Jumat, 14 April 2017 
Waktu  : 10.00 WIB – 11.00 WIB 
Tempat : Rumah Korban 
Kegiatan : Observasi dan Wawancara dengan Ayah korban 
Deskripsi : 
Pada hari Jumat, 14 April 2017 peneliti diberikan kesempatan untuk 
ikut serta SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Gunungkidul untuk meninjau 
korban kasus kekerasan yang sudah dilayani oleh FPK2PA di Kecamatan 
Ponjong. Peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan korban secara 
langsung, sehingga peneliti melakukan wawancara dengan ayah korban. Dalam 
melakukan wawancara peneliti didampingi oleh Ibu “R” dari SKPD 
Pemberdayaan Perempuan. Selain melakukan wawancara, peneliti juga sambil 
mengamati kondisi korban dan menyimak percakapan antara Ibu “R” dengan 
















Nomer  : XII 
Hari, tanggal : Kamis, 4 Mei 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Gunungkidul 
Kegiatan : Wawancara dengan pengelola FPK2PA 
Deskripsi : 
Pada hari kamis, 4 Mei 2017 peneliti datang ke UPPA (Unit 
Perlindungan Perempuan dan Anak) untuk menemui Ibu “AR” yang merupakaan 
pengelola FPK2PA. Peneliti memulai wawancara pada pukul 09.10 WIB, dalam 
hal ini peneliti fokus terhadap identitas forum, peranan FPK2PA, program yang 
ada di FPK2PA. Selain wawancara peneliti juga meminta daftar kepengurusan 
FPK2PA Kab. Gunungkidul. Setelah dirasa sudah cukup, peneliti mengucapkan 


















Nomer  : XIII 
Hari, tanggal : Jumat, 5 Mei 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 11.00 WIB 
Tempat : Balai Pertemuan Kecamatan Wonosari 
Kegiatan : Menghadiri kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk korban & 
Mengunjungi Korban yang mendapat bantuan modal usaha. 
Deskripsi : 
Pada hari Jumat,5 Mei 2017 peneliti berkesempatan untuk menghadiri 
kegiatan pelatihan kewirausahaan dari layanan ekonomi FPK2PA Kabupaten 
Gunungkidul. Sebelum melakukan pelatihan, layanan ekonomi sudah 
mengidentifikasi kebutuhan korban, dan pelatihan yang dipilih yaitu cara 
mengolah bahan lokal menjadi stik ubi ungu, lanting singkong, dan puding 
jagung. Setelah mendapat pelatihan, peserta pelatihan diberikan modal usaha, 
yang kemudian usahanya akan terus dipantau oleh FPK2PA. 
Setelah mengikuti kegiatan pelatihan, peneliti diajak oleh saudara RM 
berkunjung ke warung gado-gado milik ibu NN yang merupakan salah satu 
korban kasus kekerasan yang mendapat pendampingan layanan ekonomi dan 
















Nomer  : XIV 
Hari, tanggal : Senin, 8 Mei 2017 
Waktu  : 09.00 WIB – 10.00 WIB 
Tempat : SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Gunungkidul 
Kegiatan : Melangkapi data dan Mengikuti Sosialisasi Perlindungan Anak 
Deskripsi : 
Pada hari senin, 8 Mei 2017 peneliti telah membuat janji dengan Ibu 
“R” dari SKPD Pemberdayaan Perempuan Kab. Gunungkidul. Pada hari itu 
peneliti berkepentingan untuk melengkapi data berupa dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Peranan Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (FPK2PA) terhadap 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Korban Kasus Kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul. 
Setelah itu, peneliti berkesempatan untuk mengikuti kegiatan 
sosialisasi bersama SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Pekerja Sosial  
mengenai perlindungan anak dengan sasaran pelajar MI Ma‟arif Mulo. Tujuan 
diadakannya sosialisasi ini yaitu sebagai upaya pencegahan kekerasan pada anak-
anak, dan memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada anak tentang 
bahaya dari kekerasan. 
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Lampiran 7: Display Data 
 
CATATAN WAWANCARA (HASIL REDUKSI DAN KESIMPULAN) 
NO PERTANYAAN WAWANCARA 
1 Bagaimana perencanaan 
program layanan yang 
dilaksanakan di FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul? 
RM 
“Perencanaan FPK2PA yaitu diatur berdasarkan Undang-undang dalam Surat Keputusan dari 
Bupati, kemudian selain itu yaitu adanya masukan dari anggota FPK2PA, lalu kemudian kita 
kompilasi dan kemudian diusulkan sesuai prioritas kegiatan, anggaran, dan pengalaman 
jumlah korban dari tahun-tahun sebelumnya melalui DP3AKBPM&D, tujuannya supaya ada 
patokan yang jelas untuk pelaksanaannya di tahun mendatang. Dan perencanaan program ini 
kita lakukan setiap kali adanya rapat koordinasi FPK2PA. Untuk program kami cenderung 
mengembangkan program yang sudah berjalan untuk ditindaklanjuti, apa kurangnya dan 
solusi seperti apa yang diperlukan” (CW-1, 10-03-2017) 
 
AR 
“Perencanaan program kita lakukan setiap kegiatan rapat koordinasi FPK2PA. Dalam 
perencanaan program kita melihat jumlah korban dari tahun sebelumnya, kemudian 
melibatkan seluruh anggota dari FPK2PA, untuk saling berdiskusi memberikan masukan atau 
ide-ide, setelah mendapat kesepakatan bersama baru kita tentukan kegiatan apa, kita 
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Dapat disimpulkan dalam melakukan perencanaan program layanan FPK2PA 
Kabupaten Gunungkidul dilakukan rutin setiap adanya rapat koordinasi FPK2PA yang 
diikuti oleh seluruh anggota FPK2PA melalui DP3AKBPM&D. Dalam menentukan 
perencanaan program layanan FPK2PA yaitu adanya masukan dari anggota FPK2PA 
yang kemudian di kompilasi dan disesuaikan dengan prioritas kegiatan, anggaran, dan 
pengalaman jumlah korban dari tahun-tahun sebelumnya. 
 
2 Siapa sajakah yang terlibat 





“Melibatkan dinas pemerintahan daerah yang terkait, kemudian anggota-anggota FPK2PA, 
ada dari masyarakat ormas, toga, tomas, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait” (CW-
1, 10-03-2017) 
AR 
“Dalam perencanaan yang terlibat itu ada anggota FPK2PA, dinas pemerintahan daerah yang 
terkait, ada ormas, tomas (tokoh amsyarakat) dan toga (tokoh agama), kemudian dunia usaha, 
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dan pihak lain yang tidak terikat” (CW-2, 04-05-2017) 
Ayah LS (Ayah Korban) 
“Pertemuan-pertemuan rutin tidak ada. Selama ini saya dan anak cuma datang untuk 
berkonsultasi saja  membahas permasalahan  yang terjadi pada anak saya. Tidak ada yang 
rapat-rapat gitu. Kalau konsultasi ya awalnya pasti ada perencanaan, ada prosesnya 
merencanakan solusi terbaik dari permasalahan yang dialami anak saya. Baik itu secara 
psikologisnya, sosialnya, kesehatannya atau hukum” (CW-8, 14-04-2017) 
KESIMPULAN 
Dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan program yang terlibat yaitu dinas 
pemerintahan daerah yang terkait, anggota FPK2PA, pihak masyarakat ada ormas 
(organisasi masyarakat), tomas (tokoh masyarakat), toga (tokoh agama), dunia usaha 
dan pihak-pihak lain yang terikat. 
3 Apa sajakah yang menjadi 
pertimbangan dalam 




”Yang pasti ada usulan-usulan dari anggota FPK2PA, kemudian melihat kondisi sumber daya 
manusianya, kondisi sarana prasarana, anggaran, kemudian jumlah korban dari tahun 
sebelumnya, dan melihat program pemerintah provinsi dan pusat” (CW-1, 10-03-2017) 
AR 
“Yang menjadi pertimbangan ada usulan-usulan dari anggota FPK2PA, sumber daya 
manusia, sarana prasarana, melihat anggaran, jumlah korban dari tahun sebelumnya, program 
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pemerintahan provinsi” (CW-2, 04-05-2017) 
KESIMPULAN 
“Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan yang 
dilakukan itu ada adri usulan-usulan anggota FPK2PA, sumber daya manusia, sarana 
prasarana, anggaran, jumlah korban tahun sebelumnya, program pemerintah provinsi 
dan pusat” 
4 Bagaimana evaluasi 
program FPK2PA di 
Kabupaten Gunungkidul? 
RM 
“Hasil evaluasi kami yang mestinya dilakukan yaitu, harus ada komitmen dari setiap pelaku 
yang ada di dalam FPK2PA, koordinasi yang lebih intesif lagi, memahami tentang FPK2PA, 
memahami tugas setiap bidang, kemudian dukungan dari dana. Bentuk evaluasi kinerja 
pelaksana itu ada rapat koordinasi penanganan kasus, rapat koordinasi FPK2PA, rapat inetrn 
terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan, kemudian ada melalui pelaksanaan 
survei Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan 
sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan” (CW-1, 10-03-2017) 
AR 
”Evaluasi untuk FPK2PA yaitu mengadakan rapat koordinasi, yang hasilnya itu harus adanya 
koordinasi yang lebih intensif, meningkatkan kerjasama, memahami dalam menjalankan 




“Dalam evaluasi peningkatan kerjasama sangat perlu, dari rekan atau dinas lain harus lebih 
intens lagi, adanya pelatihan-yang diadakan secara terus-menerus. Seperti pisau, kalau 
pelatihan itu seperti mengasah, pada saat kita punya pisau, pada saat pisau itu tidak pernah 
diasah akan tumpul, tapi kalau diasah berkala nanti tetap terjaga ketajamannya. Untuk itu di 
FPK2PA ada rapat rutin untuk mengevaluasi kegiatan FPK2PA melalui rapat koordinasi 
kegiatan FPK2PA yang diikuti oleh seluruh anggota, dengan tujuan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan FPK2PA” (CW-3, 05-04-2017) 
M 
“Disini ada tim, jadi rapat ada koordinasi tim, ada tim penanganan dari banyak unsur. Rapat 
koordinasi untuk memperbaiki pelayanan supaya nantinya bisa lebih baik lagi” (CW-4, 09-
03-2017) 
N 
“Setiap kasus evaluasinya macam-macam tergantung kasusnya, ada yang kasusnya bisa 
tertangani dengan cepat dan tinggal pemulihannya saja, dan ada yang memang butuh proses 
lama. Selain itu kita juga dari forum ada rapat koordinasi membahas pelaksanaan program 
kegiatan dan pelayanan, kemudian ada pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat 
secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan 




“FPK2PA bentuk evaluasinya yaitu seperti adanya rapat koordinasi, koordinasi pelaksanaan 
penanganan kasus sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan FPK2PA” (CW-6, 03-
04-2017) 
KESIMPULAN 
“Bentuk evaluasi kinerja FPK2PA Kabupaten Gunungkidul ada 4 meliputi rapat 
koordinasi penanganan kasus, rapat koordinasi FPK2PA, rapat inetrn terkait 
pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan, kemudian melalui pelaksanaan survei 
Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan 
sekali, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan” 
5 Bagaimana peran anda di 
FPK2PA dalam penanganan 
korban kasus kekerasan? 
RM 
“Kita sebagai koordinator, upaya-upaya pemecahan permasalahan terhadap perempuan dan 
anak, anggotanya UPG dan juga ormasi-ormasi lainnya yang nanti menjadi penggeraknya dan 
yang memiliki tanggung jawab. Mengkoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan upaya 
penanganan korban kekerasan, mulai dari pembutan regulasi, penguatan kelembagaan, 
pelaksanaan kegiatannya, termasuk rapat koordinasi, worksop, penanganannya” (CW-1, 10-
03-2017) 
 
“Dalam menangani korban itu disesuaikan dengan kebutuhan korban tersebut, karena apa, ya 
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karena setiap korban itu memiliki  tingkat kebutuhan yang memang berbeda-beda tergantung 
dari persoalan kasus yang dialaminya. Penanganan korban itu mulai dari pendampingan, 
pendampingan dari medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, pendampingan 
ekonomi, dan pendampingan sosial, walaupun dari masing-masing layanan sudah ada yang 
bertanggung jawab, seperti penegak hukum sebagai layanan hukum, pendampingan 
psikologis kami juga sudah punya, pendampingan sosial dari dinas sosial, dan pendampingan 
ekonomi yaitu kami bekerjasama dengan SKPD lain” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Layanan Hukum 
“Peranan  layanan hukum yaitu  menerima aduan mba dari pelapor, menangani kasus 
berdasarkan peraturan hukum, kemudian memberikan konsultasi masalah hukum ya untuk 
memberikan penjaminan pemenuhan hak-hak korban mba, selanjutnya layanan hukum juga 
berperan mendampingi membela setiap proses penanganan hukum” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Layanan Kesehatan 
“Peranan layanan medis memberikan penanganan secara medis bagi korban mba, kemudian 
melakukan pmeriksaan, perawatan sampai pada pemulihan, kemudian juga kesehatan korban 
dipantau terus mba, seperti misal korban sedang hamil akan mendapat pelayanan sampai 






“Dinas sosial memiliki peranan pendampingan terhadap korban kasus kekerasan, memberikan 
penguatan sosial untuk korban, karena korban terkadang kan ada yang mengalami trauma 
sehingga tidak bisa melakukan kegiatannya, seperti korban yang masih sekolah, tugas layanan 
sosial ya juga mengakseskan pendidikan korban, terus juga memberikan layanan konseling 
yang bekerjasama dengan layanan psikologi” (CW-1, 10-03-2017) 
 
Layanan Psikologi 
“Kalau di FPK2PA peranan layanan psikologi ya memberikan  pendampingan psikologis 
yang disesuaikan dengan kebutuhan  korban, korban yang mengalami trauma, dalam 
melakukan pendampinganpun juga menyesuaikan kondisi korban, kadang ada korban yang 
masih belum mau ditanya-tanya, jadi kita harus bisa melihat kondisi korban, karena tidak bisa 
dipaksakan mba, kalau masalah seperti ini” (CW-1, 10- 03--2017) 
 
Layanan Ekonomi 
“Tugas layanan ekonomi itu memberikan pelatihan keterampilan mba, yang disesuaikan 
dengan kebutuhan korban, kemudian diberikan bantuan modal untuk usaha, dalam pelatihan 
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juga kita tidak memungut biaya mba, semuanya gratis, kemudian kita juga harus melakukan 
monitoring untuk melihat perkembangan usaha korban, diharapkan dengan adanya layanan 
ekonomi bisa menambah pendapatan korban mba seperti itu” (CW-1, 10-03-2017) 
AR 
“FPK2PA memiliki peran perlindungan terhadap korban kasus kekerasan perempuan dan 
anak, yang menyediakan layanan kesehatan, sosial, ekonomi, hukum, dan psikologi. Masing-
masing layanan memiliki tugas yang berbeda namun tetap harus saling bekerjasama mba, 
layanan kesehatan memberikan pelayanan secara medis, layanan sosial memberikan 
penguatan sosial sesuai kebutuhan, misal saja korban adalah anak sekolah, dia tidak bisa 
lanjutkan sekolahnya karena sudah dikeluarkan dari sekolah, nah tugas disini layanan sosial 
mencarikan sekolah lain, kemudian ada layanan ekonomi yang memberikan pelatihan kepada 
korban dan modal untuk usaha, layanan hukum melindungi korban dan memberikan bantuan 
hukum bagi korban, dan ada layanan psikologi yang memberikan layanan konsultasi bagi 
korban yang mengalami trauma” (CW-2, 04-05-2017) 
GT 
“Peranan  kita yaitu menerima aduan, menerima konsultasi masalah hukum, membuat link 
yang dibutuhkan oleh korban, misalnya dari kekerasan, kekerasan itu kita langsung yang 
pertama kali bukan masalah hukumnya tapi masalah kesehatannya, langsung kita periksakan 
di RSUD Wonosari, penanganan pertama dari medis dulu, nanti baru kalau dia mau laporan 
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kita terima tapi kalau tidak laporan yang penting medis sudah teratasi, untuk antisipasi kalau 
nanti ternyata sakit ada perlukaannya” (CW-3, 05-04-2017) 
M 
“Peran medis ya jelas memberikan layanan kesehatan bagi pasien atau korban setelah kami 
menerima laporan dari bagian hukum, kemudian melakukan pemeriksaan seperti misalnya 
korban memerlukan visum ya divisum, disesuaikan dengan kebutuhan pasien atau korban 
tersebut, atau bisa apabila ada pasien yang memerlukan layanan konseling kami juga 
menyediakan. Setelah adanya pemeriksaan dan sudah diketahui bagaimana kondisi korban 
apakah bisa pulang atau mondok, kemudian apabila korban ingin melanjutkan kasus ke ranah 
hukum, hasil dari pemeriksaan kami serahkan kepada polres untuk ditindaklanjuti, tapi 
apabila pasien atau korban tidak meinginkan untuk melapor kasus ke polres ya tidak apa-apa” 
(CW-4, 09-03-2017)  
N 
“Dinas sosial memiliki peran pendampingan terhadap korban kasus kekerasan, selain 
pendampingan kalau kami ini PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) itu ada bantuan 
baik itu lewat Panti atau lembaga-lembaga yang bantuannya dari kementrian sosial untuk 
anak-anak korban pelaku maupun saksi dan kalau di kementrian sosial sebenarnya banyak 
sumber kaya PKH itu salah satu bantuan dari kementrian sosial untuk anak-anak. Jadi ketika 
kami melakukan pendampingan kadang anak-anak tersebut sudah mendapatkan bantuan 
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sebenarnya dari kementrian sosial, katakan bantuan tersebut terkait dengan kemiskinan terus 
rentan, kemudian terkadang juga sudah seperti itu kemudian dia menjadi korban misalnya, itu 
juga nanti aksesnya bisa ke PKSA atau cukup dengan bantuan itu saja” (CW-5, 09-03-2017) 
A 
“Kalau di FPK2PA kami ini lebih ke pendampingan psikologisnya, apa yang dibutuhkan oleh 
klien dari kondisi emosinya kemudian kesiapan kematangan tergantung bagaimana persoalan 
yang dialami oleh klien” (CW-6, 03-04-2017) 
R 
“Kita dalam layanan ekonomi ini pertama ya mengidentifikasi dan mendata korban yang 
membutuhkan penguatan ekonomi, kemudian diberikan rekomendasi sesuai dengan minat 
dan kebutuhan korban, seperti pemberian ketrampilan berupa pelatihan-pelatihan dan bantuan 
modal usaha. Setelah itu kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga 
kelangsungan usaha dan kemandirian ekonomi korban tersebut” (CW-7, 4 05-2017) 
KESIMPULAN 
“Masing-masing bidang memiliki peran dalam FPK2PA yang berbeda-beda, tetapi 
saling terkait, terkoordinasi, dan bekerjasama satu dengan yang lain” 
6 Apakah peranan FPK2PA 
dalam melayani korban 
kekerasan sudah optimal? 
RM 
“Sudah mulai optimal, kami menyadari tingkat kabupaten baru mulai optimal. FPK2PA ada 
di tingkat kabupaten, ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa juga ada beberapa. Sudah 
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 mulai optimal, karena yang pertama adanya koordinasi dan kerjasama yang baik, komitmen 
semua dari SKPD yang terkait semua anggota dan koordinasi yang baik, terus pemahaman 
tentang FPK2PA itu sendiri sudah mulai meningkat” (CW-1, 10-03-2017) 
AR 
“Sejauh ini saya rasa sudah mulai optimal, karena FPK2PA ini juga bekerjasama melibatkan 
pihak-pihak untuk melakukan perlindungan dan pendampingan kepada korban kekerasan 
perempuan dan anak, kemudian setiap tahun kita mengadakan rapat koordinasi yang 
tujuannya untuk mengevaluasi keseluruhan kegiatan di FPK2PA tersebut” (CW-2, 04-05-
2017) 
GT 
“Kalau sini sudah bagus, kerjasamanya bagus, jejaring-jejaring sampai ke pelosok-pelosok, 
dalam menangani perkara respon cepat dan langsung datang kesini, memang kita libatkan 
dalam setiap kegiatan penanganan perkara, kemudian apabila ada hambatan, langsung 
mencari solusinya” (CW-3, 05-04-2017) 
N 
“Kalau efektif pasti sudah semaksimal mungkin, memberikan pendampingan kepada korban, 
setiap kali menghadapi proses-proses yang harus dijalani seperti penyelidikan hukum, sidang 
dipengadilan, sampai pemeriksaan kesehatan kita dampingi, dan kita juga turun langsung ke 




“Sudah mulai optimal, dari tahun sebelumnya sampai sekarang mengalami kemajuan 
pastinya, karena dalam menangani klien kita bekerjasama dengan beberapa pihak, yang 
memang kita dalam melakukan pendampingan saling memantau perkembangan dari korban, 
sampai benar-benar korban bisa melakukan aktivitasnya kembali” (CW-6, 03-04-2017) 
KESIMPULAN 
“Peranan FPK2PA dalam menangani korban kasus kekerasan sudah dapat dikatakan 
optimal, karena sudah mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya. Adanya 
koordinasi dan kerja sama yang baik dari pihak-pihak yang terlibat di FPK2PA dalam 
melakukan pendampingan dan memantau perkembangan dari korban, pemahaman 
masyarakat tentang peranan FPK2PA juga sudah mulai meningkat terbukti dengan 
meningkatnya jumlah korban yang melapor ke FPK2PA” 
7 Bagaimana kondisi 
kesehatan korban kasus 





“Kondisi korban pastinya ada perbedaan sebelum dan sesudah menerima pelayanan,  korban 
sebelum dibawa ke rumah sakit, sudah terlebih dahulu dibawa ke puskesmas, kemudian apa 
bila perlu tindakan lanjut seperti visum maka perlu adanya surat rujukan dari puskesmas. 
Pihak rumah sakit setelah menerima laporan atau pengaduan, mereka akan segera 
memberikan pelayanan medis pada korban, melakukan pemeriksaan, perawatan hingga 




“Kondisi kesehatan korban pasti mengalami perubahan, sebelum dan setelahnya menerima 
pelayanan dari layanan medis di RSUD Wonosari. Jadi korban yang melapor ke FPK2PA 
juga akan menerima pendampingan dari layanan medis untuk mengetahui gimana kondisi 
kesehatan korban, bentuk layanannya ya seperti yang pertama divisum, tergantung dari 
kondisi korban juga, kalau mengalami kekerasan seperti cidera harus sampai dironsen dan 
apabila hasil ronsen memerlukan operasi ya langsung segera dioperasi, kalau korban yang 
hamil akan dipantau kondisi kehamilannya sampai melahirkan. Perubahan-perubahan yang 
dialami korban pasti ada, setelah mendapat layanan dan pendampingan medis” (CW-1, 10-03-
2017) 
M 
“Kalau dari segi kesehatan perubahan kondisi kesehatan pasti ada, misalnya kalau dia masuk 
kemarin ada kasus cidera kepala ringan, kalau masuk kemudian diberikan layanan kesehatan 
dijahit kepalanya, terus apabila memerlukan visum kami berikan layanan visum, pokoknya 
disesuaikan dengan kebutuhan korban, apabila korban dalam keadaan hamil kami juga akan 
memantau kondisi kehamilan korban sampai melahirkan, kemudian dipantau terus kesehatan 






“Dapat disimpulkan kondisi korban kasus kekerasan sebelum dan sesudah mendapat 
layanan kesehatan mengalami perubahan, karena dalam memberikan pelayanan, 
layanan medis menyesuaikan kondisi atau kebutuhan korban kasus kekerasan, 
kemudian kondisi korban selalu dipantau sampai korban benar-benar dapat dikatakan 
sembuh” 
8 Bagaimana pendidikan 
korban kasus kekerasan 
setelah menerima layanan 
dari FPK2PA? 
RM 
“Disini yang menjadi korban kebanyakan anak usia sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan ada 
yang masih TK. Di FPK2PA korban akan mendapat pendampingan, kondisi korban itu 
berbeda-beda, ada yang mereka mengalami trauma sampai tidak mau melanjutkan sekolah. 
Kondisi yang seperti ini sudah menjadi tanggung jawab kami, untuk memberikan 
pendampingan, sampai korban dapat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sejauh ini korban 
yang sudah menerima pendampingan dari kami, banyak yang sudah melanjutkan kembali ke 
dunia sekolah” (CW-1, 10-03-2017) 
N 
“Kondisi pendidikan korban merupakan tanggung jawab kami, pernah ada kasus yang 
menjadi korban anak kelas 3 SMP, pada saat itu dia akan ujian nasional. Disini kami berpikir 
harus melakukan penanganan meminta solusi kepada dinas pendidikan, sampai pada akhirnya 
anak tersebut dapat mengikuti ujian nasional. Kemudian apabila anak yang tidak bisa 
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mengakses sekolah karena ada kasus, kemudian kita yang mengakeskan ke sekolah lain, 




“Dapat disimpulkan kondisi pendidikan korban kasus kekerasan mendapat jaminan 
dari FPK2PA. Korban yang usia sekolah, akan diberikan akses ke sekolah lain, karena 
apabila anak terlibat kasus yang memang sudah melanggar aturan sekolah akan 




Bagaimana kondisi ekonomi 





“Kondisi ekonomi korban setelah menerima layanan dari kami tentu mengalami perubahan, 
korban mendapat pendampingan dari FPK2PA sampai bisa kembali melakukan aktivitasnya. 
Kemudian kami memberikan keterampilan kerja atau kewirausahaan dan modal, setelah itu 
kami melakukan monitoring dan evaluasi apakah usahanya tetap berlangsung dan untuk 
menjaga kemandirian ekonomi korban tersebut, hasil yang dicapai dengan adanya pelayanan 
ekonomi dapat meningkatkan pendapatan korban, bahkan korban bisa lebih produktif lagi 
sekarang mba, bisa dikatakan lebih mandiri” (CW-1, 10-03-2017) 
R 
“Nah setelah korban tersebut menerima pendampingan dari forum juga diberikan sebuah 
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pelatihan keterampilan yang nantinya dapat digunakan dimanfaatkan untuk membuka suatu 
usaha” (CW-7, 03-04-2017) 
 
“Hasil yang dicapai setelah korban mendapat pendampingan dari kami, korban bisa 
melakukan aktivitasnya kembali, ada salah satu korban yang kami dampingi sekarang usaha 
jualan gado-gado di daerah saptosari, padahal sebelumnya korban tersebut mengalami trauma 
yang memang dia tidak berani untuk ketemu orang, tapi setelah mendapat pendampingan dari 
FPK2PA sekarang bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Disini berarti menunjukan bahwa 
korban sudah bisa lebih mandiri, dan produktif lagi” (CW-7, 03-04-2017) 
KESIMPULAN 
“Dapat disimpulkan kondisi ekonomi korban kekerasan mengalami perubahan, karena 
korban kekerasan mendapat pendampingan dari FPK2PA sampai dapat melakukan 
aktivitas rutinnya. FPK2PA dari layanan ekonomi khususnya mengidentifikasi dan 
mendata korban yang membutuhkan penguatan ekonomi untuk diberikan sesuai 
dengan kebutuhan korban, seperti pemberian keterampilan kerja atau kewirausahaan 
dan modal, setelah itu kami melakukan monitoring dan evaluasi, kemudian menjaga 
kemandirian ekonomi korban tersebut, diharapkan dengan adanya pelayanan ekonomi 
dapat meningkatkan pendapatan untuk korban” 
10 Apa faktor penghambat AR 
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peranan FPK2PA terhadap 
peningkatan kesejahteraan 
sosial korban kasus 
kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul? 
“Faktor penghambat yaitu  anggaran karena banyaknya kebutuhan tapi apabila anggarannya 
kurang kan bisa jadi penghambat” (CW-2, 04-05-2017) 
RM 
“Faktor penghambat  diantaranya yaitu budaya masyarakat yang masih sangat kental, seperti 
adanya anggapan bahwa apabila ada kasus kekerasan itu merupakan aib keluarga jadi kalau 
sampai terdengar oleh orang lain akan mencemarkan nama baik keluarga sehingga kesadaran 
mereka akan adanya FPK2PA itu masih kurang, ya walaupun sudah lebih meningkat dari 
tahun sebelumnya” (CW-1, 10-03-2017) 
GT 
“Faktor penghambat diantaranya masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya 
perlindungan pada perempuan dan anak, memang sudah mulai ada perkembangan mengenai 
hal ini, akan tetapi masih ada pastinya yang belum paham akan pendidikan hukum” (CW-3, 
05-04-2017) 
KESIMPULAN 
“Dapat disimpulkan faktor penghambat dalam kegiatan FPK2PA yaitu sumber daya 
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manusia masih rendah baik itu secara kualitas maupun kuantitas, belum sadar akan 
pentingnya perlindungan pada perempuan dan anak, memang sudah mulai ada 
perkembangan mengenai hal ini, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih sering” 
11 Apa faktor pendukung 
peranan FPK2PA terhadap 
peningkatan kesejahteraan 
sosial korban kasus 
kekerasan di Kabupaten 
Gunungkidul? 
AR 
“Adanya koordinasi yang baik antar anggota, meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber 
daya manusia yaitu anggota FPK2PA” (CW-2, 04-05-2017) 
RM 
“Faktor pendukung adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar anggota yang terlibat 
dalam FPK2PA sehingga sejauh ini apabila ada korban yang melaporkan kasus kekerasan 
dapat terselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si pelapor, kemudian sarana dan 
prasarana yang mendukung, dan adanya regulasi, terus kualitas sumber daya manusia yang 
mulai meningkat” (CW-1, 10-03-2017) 
GT 
“Adanya kerjasama yang baik dengan instansi-instansi lain dalam penanganan kasus 
kekerasan, sehingga akan mempermudah dalam proses penanganan kasus, kemudian sarana 
prasarana, dan kasus-kasus kekerasan dapat terselesaikan” (CW-3, 05-04-2017) 
M 
“Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam 
penangan korban di forum, jadi saling mendukung misal dari layanan hukum membutuhkan 
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bantuan kami untuk seperti tadi melakukan visum secara tiba-tiba, dari pihak kami pihak 
layanan kesehatan berusaha untuk memberikan layanan dengan menyediakan dokter, dan 
petugas lainnya untuk siap siaga apabila nanti pasien sudah datang ke rumah sakit” (CW-4, 
09-03-2017) 
KESIMPULAN 
“Dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan FPK2PA yaitu 
adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar anggota dan pihak-pihak yang 
terkait, sehingga akan mempermudah dalam proses penanganan kasus, sarana dan 
prasarana yang mendukung, kemudian meningkatnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak” 
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Lampiran 8 : Catatan Dokumentasi 
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Ibu NN salah 
satu klien yang 
mendapat 
bantuan modal 
usaha dari 
layanan 
ekonomi 
FPK2PA Kab. 
Gunungkidul, 
yang kini 
berjualan gado-
gado. (CD-10, 
05-05-2017) 
 
